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KATA PENGANTAR 

 

Laporan tahunan merupakan bahan evaluasi tingkat capaian kinerja terhadap target tahunan 

sebagaimana yang ditetapkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan tingkat capaian 

kinerja terhadap target akhir pada tahun 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 

Perangkat Daerah (Renstra) 2019-2023. 

Penyusunan Laporan Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Provinsi NTB dibuat berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara 

Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.  

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan 

saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini. 

Akhirnya kami mengharapkan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan masukan untuk 

mengambil langkah kebijakan selanjutnya. 

 

         Mataram,      Maret 2022   
Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 
 
 
 
 

I Gede Putu Aryadi, S.Sos.,MH. 

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670320 198903 1 013 

  



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB 

ii | P a g e  

 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR  ................................................................................................................  i 

DAFTAR ISI ...............................................................................................................................  ii 

BAB I.    PENDAHULUAN .......................................................................................................  1 

1.1. Latar Belakang .....................................................................................................  1 

1.2. Landasan Hukum .................................................................................................  23 

1.3. Maksud dan Tujuan  .............................................................................................  24 

BAB II.  GAMBARAN UMUM DISNAKERTRANS PROV. NTB .........................................  25 

BAB III. ISU DAN PERMASALAHAN ...................................................................................  28 

3.1. Kondisi Angakatan Kerja ....................................................................................  29 

3.2. Kondisi Hubungan Industrial ..............................................................................  30 

3.3. Kondisi ketransmigrasian ....................................................................................  31 

BAB IV. PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH ...........................................  33 

4.1. Sasaran Perangkat Daerah ...................................................................................  33 

4.2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah ...............................................................  33 

4.3. Rencana Kerja serta Target dan Pendanaannya ..................................................  36 

BAB V. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH .......................................................  49 

5.1. Capaian Kinerja RPJMD .....................................................................................  49 

5.2. Capaian Kinerja Renstra .....................................................................................  50 

5.3. Capaian Kinerja Renja OPD ...............................................................................  53 

5.4. Capaian Kinerja Program Unggulan ...................................................................  78 

5.5. Permasalahan dan Kendala .................................................................................  83 

5.6. Saran dan Tidak Lanjut .......................................................................................  83 

BAB VI. PENERPAN DAN CAPAIAN SATANDAR PELAYANAN MINIMUM ................  84 

BAB VII. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN 

  SUMBER PENDANAAN YANG DIARAHKAN ....................................................  85 

BAB VIII. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN 

 DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN ...............................................  86 

BAB IX. PENUTUP ...................................................................................................................  87 

LAMPIRAN ................................................................................................................................  88 

 



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB 

1 | P a g e  

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait dengan 

berbagai sektor dimana perlu dilakukan perencanaan yang tersetruktur, terencana dan saling terkait 

dari tingkat nasional atau pusat sampai dengan level terkecil atau kabupaten/kota. Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 264 ayat 5) dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah,  Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, 

serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Pasal 342), mengamanatkan bahwa Pemerintah 

Daerah wajib menyusun strategi pembangunan dimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN). Disamping itu Peraturan tersebut memberikan kelonggaran untuk 

dapat melakukan perubahan terhadap dokumen RPJMD sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian 

terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. Begitu halnya dengan Rencana Strategis 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus berkesinambungan dengan 

RPJMD agar visi misi kepala daerah dapat diwujudkan sesuai dengan target perencanaan. Dimana 

tujuan dari pembangunan itu sendiri akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.  

Sesuai dengan Peraturan Daerah NTB Nomor 11 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan 

perangkat daerah provinsi NTB. Dimana Disnakertrans NTB merupakan Dinas Daerah dengan tipe A 

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang 

Transmigrasi. Dalam meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Disnakertrans NTB 

memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah antara lain UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri, 

UPTD Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok, dan UPTD Balai Pengawas 

Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023, 

dijelaskan bahwa visi Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah “ Membangun Nusa Tenggara Barat 

yang GEMILANG “. 
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Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna :  

1. Suatu kondisi Masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang ekonomi, 

social dan budaya, yang dipenuhi dari hasil kreatifitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui 

pengelolaan SDA yang berkelanjutan. 

2. Suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat NTB yang siap dan tanggap menghadapi berbagai 

bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur yang memadai. 

3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh Pemerintahan 

yang professional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai 

ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang baldatun 

toyyibatun warobbun ghofur. 

Disnakertrans NTB dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengemban makna GEMILANG 

nomor 1 yaitu suatu kondisi Masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang 

ekonomi, sosial dan budaya, yang dipenuhi dari hasil kreatifitas dan inovasi SDM masyarakat NTB 

melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Disnakertrans NTB 

berperan besar dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat khususnya pekerja atau kaum 

buruh, dan para transmigran agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak dengan 

terus meningkatkan kompetensi dan kemandirian mereka. 

Dalam rangka pencapaian visinya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menetapkan 6 [ 

enam] misi yaitu : 

1. Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan 

infrastruktur serta konektivitas wilayah; 

2. Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, 

berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi; 

3. Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai 

pondasi daya saing daerah; 

4. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang 

berkelanjutan; 

5. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi 
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kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan 

industrialisasi; 

6. Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, 

berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan; 

Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai 

Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dengan misi-misi 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat mendukung pelaksanaan satu misi saja yaitu : 

Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, 

mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, 

pariwisata dan industrialisasi; untuk urusan wajib non pelayanan dasar ketenagakerjaan dan 

urusan pilihan ketransmigrasian. 

Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkait dengan 

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang ekonomi melalui peningkatan kualitas dan 

kompetensi SDM dapat dicapai apabila sumber-sumber daya yang daerah miliki dapat dimaksimalkan. 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang perlu mendapatkan perhatian lebih 

mengingat potensi yang dimanfaatkan belum optimal. Salah satunya adalah terdapatnya Kawasan 

Ekonomi Khusus di daerah Mandalika dan akan digelarnya event moto GP dimana hal tersebut 

diyakini mampu memberikan multiplier effects terhadap pembangunan daerah. Begitu halnya dengan 

sektor pertanian dimana NTB merupakan salah satu daerah pengekspor hasil-hasil pertanian ke daerah-

daerah atau negara-negara lain. Namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam pencapaian visi 

misi tersebut antara lain kurangnya tenaga kerja lokal yang mampu bersaing dengan tenaga kerja luar 

mengingat kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kompetensi yang kita siapkan. 

Selanjutnya, kurangnya pengembangan dan pengetahuan tentang teknologi yang mutakhir dalam 

pengembangan sektor-sektor terkait padahal penggunaan teknologi merupakan suatu keharusan untuk 

mengembangkan iklim perindustrian di NTB. Ditambah lagi dengan masih tingginya tingkat 

pengangguran terbuka yang mengindikasikan masih kurangnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat 

dari perspektif ekonomi. 
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1.1.1. Tugas 

Adapun tugas dari masing-masing unit kerja di Disnakertrans Prov. NTB adalah sebagai berikut:  

I. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan 

administrasi yang meliputi penghimpunan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan 

program/ kerja dan pelaporan, ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan 

pemeliharaan kantor. 

1. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan;  

2. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

3. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan; 

4. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan; 

5. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan; 

6. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; 

7. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); 

8. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); 

9. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 

10. penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT); 

11. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; 

12. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

13. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan 

Prosedur (SOP); 

14. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 

15. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan 

pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas layanan; 

16. penyusunan Laporan  Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP); 

17. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara 

berkala melalui website Pemerintah Daerah; 

18. menyusun LPPD dan LKPJ; 

19. menyusun profil ketenagakerjaan dan profil UPT Bina; 
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20. menyusun laporan pelaksanaan bulanan dan tahunan, laporan evaluasi RPJMD, laporan 

Renja SKPD, laporan PPID dan laporan daftar informasi publik (DIP); 

21. menyusun perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD); 

22. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;  

23. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

24. mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;  

25. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, 

bendaharawan dan atasan langsungnya;  

26. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja 

Dinas;  

27. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan 

perbendaharaan;  

28. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;  

29. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan 

Pelaksanaan Anggaran (DPPA);  

30. melaksanakan penatausahaan keuangan;  

31. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;  

32. melaksanakan dan penatausahaan barang milik daerah; 

33. melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

34. m.menyusun dan penyampaian laporan penggunaan anggaran; 

35. menyusun dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun; 

36. menyusun administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai; 

37. menerima, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan daerah; 

38. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan 

39. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;  

40. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

41. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);  

42. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;  

43. melaksanakan administrasi kepegawaian;  

44. melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;  

45. melaksanakan urusan rumah tangga;  
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46. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;  

47. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan 

 

II. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja 

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyusun menyediakan informasi 

pasar kerja, melakukan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pembinaan terhadap lembaga 

penempatan tenaga kerja, pengendalian tenaga kerja asing dan pengembangan / perluasan 

kesempatan kerja sistim padat karya, teknologi tepatguna dan perluasan kesempatan kerja sektor 

informal 

1. melakukan bimbingan bura kerja on line (BKOL) ke Kab/kota;  

2. melakukan analis jabatan;  

3. melakukan kegiatan pameran bursa kerja (Job fair);  

4. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan  

5. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan 

Pembinaan Tenaga Kerja Asing;  

6. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

7. menyusun sistim pedoman pelayanan penempatan tenaga kerja;  

8. membuat MOU peluang kerja dalam dan luar negeri (AKSUS, AKL, AKAD dan AKAN);  

9. melakukan penempatan tenaga kerja pada peluang kerja : Angkatan Kerja Khusus (AKSUS 

/ Disabilitas), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar 

Kerja Antar Negara (AKAN);  

10. melakukan pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja (LPTKS maupun 

PPTKIS);  

11. melakukan pelayanan perpanjangan izin operasional terhadap (LPTKS/PPTKIS);  

12. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat tentang perlindungan tenaga kerja;  

13. melakukan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)  

14. melakukan perpanjangan izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);  

15. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan 

16. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;  

17. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

18. menyiapakan bahan dan materi pembinaan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;  
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19. melakukan pembentukan dan pembinaan wirausaha baru;  

20. mengembangkan usaha mandiri, sistim padat karya (padat karya produktif dan padat karya 

infrastruktur, terapan teknologi tepat guna (TTG)  

21. melakukan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas perluasan kesempatan kerja 

(bimbingan teknis pemandu wirausaha, pemandu lapangan padat karya dan pemandu 

lapangan terapan TTG);  

 

III. Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja. 

Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun perumusan 

kebijaksanaan pembinaan pelatihan, Instruktur dan tenaga kepelatihan kelembagaan pelatihan, 

pemagangan dan produktivitas tenaga kerja 

1. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan;  

2. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

3. menyusun bahan pembinaan Instruktur, tenaga kepelatihan, kelembagaan pelatihan, 

akreditasi dan sarana prasarana;  

4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Instruktur, tenaga kepelatihan, kelembagaan 

pelatihan dan sarana prasarana;  

5. melaksanakan pembinaan akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan;  

6. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan  

7. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemagangan;  

8. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

9. menyusun bahan pembinaan pemagangan tenaga kerja;  

10. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pemagangan tenaga kerja;  

11. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemagangan;  

12. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 

Tenaga Kerja;  

13. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

14. menyusun bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi sertifikasi dan peningkatan 

produktivitas tenaga kerja;  

15. menyiapkan bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan peningkatan 

produktivitas tenaga kerja;  
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16. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi 

dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;  

 

IV. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas 

penyusunan dan penetapan pedoman tentang kebijakan hubungan indutrial, pembinaan 

hubungan kerja, syarat-syarat kerja, perjanjian kerja, pengupahan, jaminan sosial, penyelesaian 

perselisihan serta pengembangan sarana hubungan industrial (kelembagaan dan kerja sama 

hubungan industrial). 

1. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan 

Kerjasama Hubungan Industrial;  

2. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

3. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan syarat-syarat kerja, perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan Pembinaan Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh, LKS Bipartit, LKS Tripartit, Apindo, serta sosialisasi hubungan 

industrial, dan hubungan kerja;  

4. melaksanakan pembinaan dan penerapan syarat-syarat kerja di perusahaan, serta ijin 

operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (OUTSOURSING);  

5. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial di perusahaan dan 

fasilitas kesejahteraan Pekerja/Buruh;  

6. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan hubungan industrial di 

perusahaan; 

7. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja;  

8. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

9. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme penetapan upah minimum dan 

pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;  

10. menyiapkan bahan rapat Dewan Pengupahan guna membahas upah minimum;  

11. melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL);  

12. melaksanakan sosialisasi: pengupahan, THR, Service Carge, serta Struktur dan skala upah;  

13. menyiapkan bahan pembinaan Jaminan Sosial (Kesehatan kerja, kecelakan kerja, kematian, 

hari tua, dan pensiun);  
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14. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Dewan pengupahan Kabupaten/Kota se NTB;  

15. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial;  

16. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

17. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme pencegahan dan penyelesaian 

perselihan hubungan industrial;  

18. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pencegahan perselihan hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan;  

19. melaksanakan identifikasi dan menyusun peta potensi kerawanan hubungan industrial;  

20. melaksanakan sosialisasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di 

perusahaan;  

21. melaksanakan mediasi penyelesaian perselihan hubungan industrial;  

22. melaksanakan koordinasi penyelesaian perselihan hubungan industrial terkait persidangan 

kasus di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat;  

23. melakukan koordinasi dan pemberdayaan konsiliator serta arbitrase hubungan industrial, 

dan kordinasi dengan pihak kepolisian;  

24. menyelesaikan aksi mogok kerja, unjuk rasa, demontrasi pekerja/buruh dan lock out;  

 

V. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas perumusan kebijakan, 

koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan norma 

ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan pengawasan dan 

penegakan hukum ketenagakerjaan 

1. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Norma Ketenagakerjaan;  

2. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

3. menyiapkan bahan dan materi penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan 

norma kerja dan hubungan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma penempatan dan 

pelatihan, norma kerja perempuan, norma kerja anak;  

4. menyiapkan rencana pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi koordinasi 

pengawasan ketenagakerjaan dibidang norma kerja dan hubungan kerja, norma jaminan 

sosial tenaga kerja,, norma penempatan dan pelatihan, norma kerja perempuan, norma kerja 

anak; 
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5. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan penerapan norma kerja dan hubungan kerja, 

norma jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan, norma kerja anak, norma 

pelatihan, dan norma penempatan; 

6. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  

7. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

8. memeriksa serta menguji sarana kerja dibidang mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, 

konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan 

lingkungan kerja;  

9. menyiapkan rencana pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan pengujian sarana 

keselamatan dan kesehatan kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, 

konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan 

lingkungan kerja serta pembinaan penerapan SMK3;  

10. melaksanakan pembinaan, pengendalian, penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja 

dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi 

listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta 

pembinaan penerapan SMK3;  

11. memproses perizinan kelaikan penggunaan sarana keselamatan dan kesehatan kerja 

dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi 

listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja; 

12. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan 

Penegakan Hukum;  

13. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

14. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan pengawasan 

ketenagakerjaan, ketatalaksanaan dan mekanisme koordinasi penegakan hukum 

ketenagakerjaan;  

15. penyusunan standar operasional prosedur pengawasan norma ketenagakerjaan;  

16. melaksanakan sosialisasi kebijakan, program dan strategi pemberdayaan pengawasan 

ketenagakerjaan dan penegakan hukum;  

17. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerja dengan korwas, dan 

lembaga lain terkait;  

VI. Bidang Ketransmigrasian 
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Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas Fasilitasi dan penyusunan rencana teknis, 

koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, penyediaan areal, pembinaan permukiman, 

perpindahan dan penempatan, pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi 

1. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penyediaan Areal dan Pembinaan 

Permukiman Transmigrasi;  

2. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

3. melakukan fasilitasi penyiapan bahan pencadangan areal permukiman transmigrasi;  

4. melakukan fasilitasi identfikasi calon areal permukiman transmigrasi;  

5. melaksanakan sosialisasi penyiapan areal dan pembinaan permukiman transmigrasi;  

6. melakukan fasilitasi pengurusan dokumen calon areal permukiman transmigrasi;  

7. fasilitasi pengukuran dan pembagian lahan pekarangan dan lahan usaha, pengukuran dan 

pemasangan tanda batas UPT permukiman, tata batas dengan kawasan hutan, pengurusan 

dan penerbitan SK HPL, sertifikat HPL dan sertifikat hak milik transmigran;  

8. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perpindahan dan Penempatan 

Transmigrasi;  

9. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

10. melaksanakan sosialisasi program transmigrasi;  

11. melaksanakan penjajakan calon lokasi penempatan transmigrasi;  

12. melaksanakan penyuluhan Calon Transmigran;  

13. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;  

14. melaksanakan kerjasama antar daerah bidang Ketransmigrasian;  

15. melaksanakan penampungan dan Pelatihan Dasar Umum (PDU);  

16. menyediakan perbekalan dan angkutan calon transmigran;  

17. melakukan fasilitasi Siap Terima Penempatan (STP);  

18. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi ;  

19. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

20. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sosial budaya, mental spritual 

dan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi                                                                     ( 

IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS );  

21. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan; 
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22. melaksanakan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sosial budaya, 

mental spritual dan ekonomi; 

23. melakukan penyediaan jaminan hidup transmigran, sarana produksi paket A (T + 1), 

fasilitasi bantuan saprotan; 

VII. UPTD BLKDLN NTB 

UPTD BLKDLN NTB mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis, rencana program 

dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi, penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan pada 

Balai Pelatihan Kerja.  

1. Menyusun rencana program langkah-langkah operasional kegiatan ketatausahaan. 

2. Memproses surat masuk dan keluar dan mendokumentasikan. 

3. Menyiapkan bahan konsep program dan koordinasi pelatihan kerja. 

4. Menyiapkan bahan pengelolaan urusan tata usaha. 

5. Menyiapkan bahan dan proses urusan kepegawaian. 

6. Menyiapkan bahan dan proses perlengkapan kantor. 

7. Menyiapkan bahan dan konsep inventarisasi dan pemeliharaan barang. 

8. Menyiapkan bahan dan konsep administrasi keuangan DPA. 

9. Memeriksa dan meneliti SPJ serta kelengkapannya. 

10. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas. 

11. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan BLK. 

12. Menyiapkan rencana program kegiatan pelatihan kerja. 

13. Merencanakan uji kompetensi melalui   sertifikasi. 

14. Menyelenggarakan pengembangan program pelatihan kerja. 

15. Menyusun kurikulum, silabus dan modul pelatihan kerja. 

16. Melaksanakan rekruitmen dan seleksi peserta pelatihan kerja. 

17. Menyusun jadwal kegiatan pelatihan kerja. 

18. Menyelenggarakan pelatihan kerja . 

19. Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai aturan yang telah ditetapkan. 

20. Penyusunan rencana/program pemantauan hasil pelatihan kerja. 

21. Penyusunan rencana koordinasi dengan dunia kerja untuk OJT dan penempatan. 

22. Penyusunan identifikasi tempat-tempat OJT. 

23. Penyusunan bahan evaluasi penyelenggaraan program pelatihan kerja. 

24. Penyusunan masalah hasil pelaksanaan evaluasi pelatihan kerja. 

25. Penyusunan data penempatan lulusan pelatihan kerja. 

26. Penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pelatihan kerja. 



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB 

13 | P a g e  

 

 

VIII. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 Pulau Lombok 

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok mempunyai tugas Menyusun bahan 

kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi, penilaian, 

analisis, evaluasi dan pelaporan pada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok. 

1. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perencanaan operasional, adanya bahan 

perencanaan 

2. Menyiapkan bahan penyusunan urusan kepegawaian, data kepegawaian 

3. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perlengkapan rumahtangga data perlengkapan 

4. Menyiapkan bahan penyusunan urusan administrasi umum, pembagian tugas, surat dll 

5. Menyiapkan bahan penyusunan monitoring dan evaluasi, rekomendasi 

6. Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan admnistrasi lingkup UPTD Pengawas 

Ketenagakerjaan dan  K3 

7. Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan sebagai bahan penyusunan kebijakan 

8. Merumuskan kebijakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan teknis norma 

ketenagakerjaan dan penegakan hukum; 

9. Merumuskan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan 

perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi: pengawasan upah, perlindungan 

jamsos, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan, tenaga kerja asing, penempatan dan 

penyaluran tenaga kerja, pengawasan waktu kerja dan waktu istirahat 

10. Merumuskan kebijakan dan melakukan pemetaan kasus-kasus ketenaga kerjaan dalam 

upaya penegakan hukum; 

11. Merumuskan bahan inventarsasi data ketenaga kerjaan sebagai pelaksana Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan; 

12. Merumuskan penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan bidang 

norma ketenagakerjaan; 

13. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja, dan lingkungan kerja berupa rencana kerja 

14. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja berupa rencana kerja berupa program 

kegiatan 

15. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kegiatan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungankerja 
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16. Menyiapkan bahan penyusunan pemasaran pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja, dan lingkungan kerja 

17. Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

18. Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan monitoring kegiatan pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

19. Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

20. Menyiapkan bahan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan 

lingkungan kerja pelatihan dan pengujian sebagai bahan penysunan kebijakan di bidang K3 

21. Menyiapkan bahan pengendalian mutu laboratorium pengujian dan sarana K3. 

22. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi SDM di bidang K3 

23. Menyiapkan bahan analisa, pengkajian, dan perekayasaan teknologi di bidang K3 

 

IX. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 Pulau Sumbawa 

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa mempunyai fungsi Menyusun bahan 

kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi, penilaian, 

analisis, evaluasi dan pelaporan pada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.  

1. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perencanaan operasional, adanya bahan 

perencanaan 

2. Menyiapkan bahan penyusunan urusan kepegawaian, data kepegawaian 

3. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perlengkapan rumahtangga data perlengkapan 

4. Menyiapkan bahan penyusunan urusan administrasi umum, pembagian tugas, surat dll 

5. Menyiapkan bahan penyusunan monitoring dan evaluasi, rekomendasi 

6. Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan admnistrasi lingkup UPTD Pengawas 

Ketenagakerjaan dan  K3 

7. Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan sebagai bahan penyusunan kebijakan 

8. Merumuskan kebijakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan teknis norma 

ketenagakerjaan dan penegakan hukum; 

9. Merumuskan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan 

perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi: pengawasan upah, perlindungan 

jamsos, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan, tenaga kerja asing, penempatan 

dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan waktu kerja dan waktu istirahat 
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10. Merumuskan kebijakan dan melakukan pemetaan kasus-kasus ketenaga kerjaan dalam 

upaya penegakan hukum; 

11. Merumuskan bahan inventarsasi data ketenaga kerjaan sebagai pelaksana Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan; 

12. Merumuskan penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan bidang 

norma ketenagakerjaan; 

13. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja, dan lingkungan kerja berupa rencana kerja 

14. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja berupa rencana kerja berupa program 

kegiatan 

15. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kegiatan pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja,dan lingkungankerja 

16. Menyiapkan bahan penyusunan pemasaran pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja, dan lingkungan kerja 

17. Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

18. Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan monitoring kegiatan pengujian dan 

pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

19. Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, 

keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

20. Menyiapkan bahan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan 

lingkungan kerja pelatihan dan pengujian sebagai bahan penysunan kebijakan di bidang 

K3 

21. Menyiapkan bahan pengendalian mutu laboratorium pengujian dan sarana K3. 

22. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi SDM di bidang K3 

23. Menyiapkan bahan analisa, pengkajian, dan perekayasaan teknologi di bidang K3 

 

X. Kelompok Fungsional 

1) Pengawas Ketenagakerjaan  

 Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan, 

pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan 

ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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2) Instruktur 

Fungsional Instruktur yaitu melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja 

3) Mediator/Perantara 

Fungsional Mediator yaitu melakukan mediasi dan bertugas bertanggung jawab untuk 

memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan 

perselisihan Hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan 

perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh.  

4) Pengantar Kerja  

Fungsional Pengantar Kerja yakni melakukan kegiatan pelayanan antar kerja, meliputi 

penyajian data pelayanan antar kerja dan data pendukungnya, perencanaan tenaga kerja, 

indeks ketenagakerjaan, informasi pasar kerja, analisis jabatan, penyuluhan dan 

bimbingan jabatan, perantaraan kerja 

5) Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) 

Penggerak Swadaya Masyarakat yaitu melaksanakan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai 

kemandirian dan berkelanjutan  

6) Pranata Laboratorium Kesehatan Kerja 

Pranata Laboratorium Kesehatan adalah melaksanakan tugas pelayanan laboratorium 

kesehatan meliput~ bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, 

toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi 

7) Penguji K3 

Penguji K3 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengujian dan kompetensi keselamatan 

dan kesehatan kerja 

8) Perencana 

Fungsional Perencana bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan 

menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, 

termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan. 

9) Dokter  

Fungsional dokter bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan 

kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat 

dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat. 
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1.1.2. Fungsi 

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada 

Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Untuk mendukung hal tersebut di atas maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas;  

❖ perumusan kebijakan teknis, strategi, dan perencanaan strategis urusan pemerintahan 

bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;  

❖ pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian;  

❖ pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;  

❖ perumusan penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB 

dengan memberikan arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan kepala UPTD;  

❖ menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai, ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; dan  

❖ melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan yang 

berlaku.  

b. Sekretariat 

❖ membantu Kepala dinas dalam persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi; 

❖ membantu kepala dinas melakukan koordinasi dengan kepala bidang dan UPTD dalam 

penyusunan penyusunan rumusan kebijakan, penyusunan program/ kerja, pengendalian 

dan pengawasan. 

❖ menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; 

❖ pengelolaan urusan keuangan; 

❖ pelaksanaan pembinaan administrasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan 
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c.  Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja 

❖ pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data informasi pasar kerja; 

❖ penempatan dan perlindungan tenaga kerja;  

❖ pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja;  

❖ pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;  

❖ pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri sistim padat karya, teknologi 

tepat guna dan perluasan kesempatan kerja sektor informal; dan  

❖ pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Penempatan dan 

Perluasan Kerja.  

d.  Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja  

❖ pelaksanaan pembinaan pelatihan ketrampilan, peningkatan kompetensi dan 

produktivitas tenaga kerja ; 

❖ pembinaan standarisasi kompetensi dan akreditasi ;  

❖ pembinaan uji kompetensi dan sertifikasi;  

❖ pembinaan instruktur, tenaga kepelatihan dan Kelembagaan pelatihan;  

❖ pembinaan Pemagangan tenaga kerja;  

❖ pembinaan peningkatan sarana, prasarana dan peralatan dan pelatihan. 

❖ pelaksanaan monitoring terhadap program dan kegiatan bidang Lattas. 

e.  Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  

❖ perumusan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan pembinaan 

syarat kerja dalam hubungan kerja, pengembangan kelembagaan dan kerjasama 

hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja, serta pencegahan dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, fasilitas kesejahteraan pekerja dan purna 

kerja ; 

❖ pelaksanaan koordinasi dan pembinaan syarat-syarat kerja dalam hubungan kerja dan 

pengembangan sarana hubungan industrial di perusahaan;  

❖ pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Dewan pengupahan dalam penetapan upah 

minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

❖ pelaksanaan sosialisasi sistem pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja; 

❖ pelaksanaan bimbingan teknis syarat-syarat kerja, tata cara pencegahan dan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial; dan 

❖ monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

f.  Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan  
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❖ perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan pembinaan 

pengawasan dan pemeriksaan serta pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, 

norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan pengawasan dan penegakan 

hukum ketenagakerjaan 

❖ pelaksanaan koordinasi dan pembinaan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan 

kerja di perusahaan; 

❖ pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan; 

❖ pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma ketenagakerjaan dan 

norma K3; dan 

❖ pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan. 

g.  Bidang Ketransmigrasian 

❖ melakukan perumusan kebijakan Bidang ketransmigrasian ; 

❖ penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis, 

penyediaan areal, pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan; 

❖ penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi perpindahan dan 

penempatan; 

❖ penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pengembangan 

kawasan transmigrasi; dan 

❖ penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kerja bidang Ketransmigrasian. 

h.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas : 

1) Kepala Balai Latihan Kerja;  

❖ Penyusunan kebijakan teknis program pelatihan kerja 

❖ Penyusunan rencana program dan kegiatan pelatihan kerja serta kerjasama pelatihan. 

❖ Penyusunan penyelenggaraan dan penyebarluasan informasi pelatihan kerja.  

❖ Penyusunan penyelenggaraan program pelatihan kerja dan uji keterampilan/kompetensi 

dan sertifikasi tenaga kerja. 

❖ Penyusunan kurikulum silabus sesuai hasil TNA (Training Need Analysis). 

❖ Penyusunan fasilitasi pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat. 

❖ Penyusunan pemantauan pengendalian evaluasi latihan kerja. 

❖ Penyusunan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan. 

2) Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 Pulau Lombok;  
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❖ Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan pengujian 

pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan pengawasan dan 

penegakan hukum, serta pengujian dan pelatihan K3 

❖ Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan 

pengujian norma kerja dan K3 di perusahaan, serta pengujian dan pelatihan K3 

❖ Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan. 

❖ Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja dan Norma 

K3, serta pengujian dan pelatihan K3 

❖ Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3, serta 

pengujian dan pelatihan K3 

3) Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 Pulau Sumbawa.  

❖ Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan pengujian 

pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan pengawasan dan 

penegakan hukum, serta pengujian dan pelatihan K3 

❖ Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan 

pengujian norma kerja dan K3 diperusahaan, serta pengujian dan pelatihan K3 

❖ Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan. 

❖ Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja dan Norma 

K3, serta pengujian dan pelatihan K3 

❖ Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3, serta 

pengujian dan pelatihan K3 
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1.1.3. Struktur Organisasi 
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1.2. Landasan Hukum 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat mengacu pada landasan hukum sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan; 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020 - 2024; 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Tahun 2018 – 2019 

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 
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Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat;  

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peaturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023; 

16. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Panduan Teknis Pengurusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

18. Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur 

Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis 

Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

Tersusunnya Laporan Tahunan Disnakertrans Prov. NTB, sesuai dengan paragraph 3 pasal 259 

Permendagri 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembanguanan Daerah  

1.3.2. Tujuan 

Sebagai bahan evaluasi tingkat capaian kinerja terhadap target tahunan sebagaimana ditetapkan  dalam 

rencana kerja perangkat daerah tahun 2021 dan tingkat capaian kinerja terhadap target akhir pada tahun 

2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra 2019-2023 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN 

 

 

Potensi pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi NTB sangat tinggi tidak hanya dilihat dari 

penyerapan tenaga kerja pada sektor formal tetapi juga pada sektor informal seperti pada bidang 

pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mengingat secara demografis provinsi NTB terbagi menjadi 

Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dimana masing-masing wilayah memiliki potensi dan karakteristik 

tersendiri yang perlu didalami lebih jauh mengenai kondisi ketenagakerjaannya. Akan tetapi, masih 

banyak permasalahan-permasalahan yang perlu segera ditangani bukan saja masalah ketenagakerjan 

tetapi juga ketransmigrasian. Dimana permasalahan-permasalahan tersebut juga sangat kompleks yang 

terutamanya terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, kesempatan kerja, 

pengembangan usaha, kesenjangan pembangunan antar wilayah, pemanfaatan sumber daya alam 

secara berkelanjutan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kondisi ketenagakerjaan baik 

menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor 

perekonomian yang ada. Selain itu, besarnya dampak dari pandemi covid-19 ini semakin meluas, mulai 

dari tenaga kerja yang dirumahkan hingga di PHK, perusahaan dan UMKM sebagai penggerak roda 

ekonomi di NTB tidak mampu beroperasi sebagaimana biasanya. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB memiliki tugas dan fungsi mendukung misi 

kepala daerah nomor 5 yaitu NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan 

kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada 

pertanian, pariwisata dan industrialisasi.  

Pada misi 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB tahun 2019-2023, tujuan 

utamanya adalah terwujudnya perindustrian yang unggul dengan indikator kinerja pertumbuhan 

industri di Provinsi NTB. Sedangkan tujuan renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

NTB adalah merupakan salah satu sasaran dari misi yang kelima yaitu Tercapainya Penurunan 

Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator kinerja adalah tingkat pengangguran terbuka. 

Diakhir periode lima tahunan (tahun 2023) diharapkan tingkat pengangguran ini dapat ditekan menjadi 

3,17 persen, dengan program prioritas : 1).Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, 

2) Program Penempatan Tenaga Kerja, 3) Program Hubungan Industrial, 4) Program Pengawasan 

Ketenagakerjaan, 5) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, 6) Program Pembangunan 

Kawasan Transmigrasi, 7) Program Pengembangan kawasan Transmigrasi 
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Tabel 2.1 

Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019-2023 

 
Tujuan Indikator Sat. Kondisi 

Awal 

RPJMD 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi 

Akhir 

RPJMD 

2023 

Targ

et 

Reali

sasi 

Targe

t 

Realis

asi 

Targ

et 

Realis

asi 

Tercapainya 

Penurunan 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

Tingkat 

Penganggura

n Terbuka 

% 3,72 3,39 3,42 3,35 4,22  3,30 3,01 3,19 3,17 3,17 

Sumber : BPS Prov. NTB 

Pada tahun 2018 (tahun dasar) kondisi eksisting TPT sebesar 3,72 persen dan pada tahun 2021 

TPT menagalami penurunan menjadi 3,01 persen atau sebesar 0,71 point. Target capaian TPT ditahun 

2019 sebesar 3,39 persen dan  pada tahun 2021 menjadi 3,30 persen. Sementara realiasi (tahun 2019-

2021) mengalami fluktuasi, di tahun 2019 realisasi TPT sebesar 3,42 persen. Angka ini belum bisa 

mencapai target yang sudah ditetapkan ditahun 2019 yaitu sebesar 3,39 persen. Kemudian di tahun 

2020, realisasi TPT sebesar 4,22 persen, angka ini masih jauh dari target yaitu 3,35 persen. Hal ini 

disebabkan pandemi covid-19 di seluruh dunia sehingga kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan dengan 

normal. 

Akhirnya pada tahun 2021, realisasi TPT dapat melampuai target yaitu sebesar 3,01 persen 

dengan target sebesar 3,30 persen. Capaian ini, disebabkan karena sudah melandainya kasus covid-19 

sehingga kegiatan ekonomi sudah mulai dilongkarkan. Kemudian adanya Proyek Strategis Nasional 

di kawasan KEK Mandalika yang berdampak pada meningkatnya kegiatan ekonomi di semua wilayah 

Nusa Tenggara Barat pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, jasa transportasi, perhotelan, dan 

sector lainnya.  

Dalam menjalankan tugas dan fungsi disnakertrans NTB tahun 2019-2023 ada tiga sasaran 

yaitu, pertama Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat dengan indikator Persentase 

Penyerapan Angkatan Kerja. Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, dapat mengurangi angka 

pengangguran. Hal ini dapat dicapai apabila tenaga kerja memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar 

kerja. Sehingga penempatan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal dapat ditingkatkan. 

Penempatan tenaga kerja juga dapat dilakukan melalui program pembangunan dan pengembangan 

kawasan transmigrasi. Kedua program tersebut diharapkan mampu memberikan peluang kerja bagi 

masyarakat pada sektor informal.  

Sasaran kedua, Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif dengan 

indikator Persentase perusahaan yang harmonis/ kondusif. Hal tersebut dapat dijaga melalui 

kepastian hak-hak pekerja dalam pemenuhan standar hidup dan terjaminnya keselamatan dan 

kesehatan kerja, sehingga konflik atau kasus hubungan industrial dapat ditekan untuk menjaga 
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kenyamanan berusaha. Sasaran ketiga, Meningkatnya transmigran yang ditempatkan dengan 

indikator Persentase transmigran yang sudah ditempatkan.  
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BAB III 

ISU DAN PERMASALAHAN 

 

Ketenagakerjaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi salah satu tugas 

dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Urusan ketenagakerjaan 

merupakan salah satu faktor penting yang menjadi penentu atau faktor pendukung dari target-target 

indikator kinerja pembangunan daerah lainnya. Bisa dikatakan bahwa setiap sektor tentu akan 

membutuhkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan sektoral 

lainnya. Oleh karena itu sudah seharusnya urusan ketenagakerjaan mendapatkan perhatian yang lebih 

oleh berbagai pihak. 

Salah satu permasalahan bidang ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara 

Barat yaitu angkatan kerja di NTB masih didominasi oleh pendidikan SMP kebawah. Walaupun 

capaian tingkat pengangguran terbuka provinsi Nusa Tenggara barat berada dibawah rata-rata TPT 

nasional dan sudah melebehi terget RPJMD, namun sebagian besar penduduk yang di NTB adalah 

setengah penganggur dan termnasuk dalam pekerja rentan serta dampak ekonomi yang ditimbulkan 

oleh pandemi covid-19 harus tetap diwaspadai.  

Ketransmigrasian juga merupakan tugas pokok dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 

menjadi urusan pilihan daerah untuk terus dikembangkan demi mencapai pemerataan jumlah 

penduduk dan mengurangi kemiskinan. Program ketransmigrasian menjadi penting untuk 

dilaksanakan karena berperan dalam mengembangkan kawasan yang semula tidak produktif menjadi 

lebih berkembang dikarenakan banyak kegiatan-kegiatan produktifitas yang bisa dilakukan oleh warga 

transmigran. Transmigrasi juga berperan secara tidak langsung dalam penyerapan tenaga kerja pada 

sektor informal khususnya di pertanian dan perkebunan. 

Peningkatan kesempatan kerja masyarakat adalah hal yang mutlak untuk dilakukan sebagai 

upaya mencapai tujuan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Terbukanya kesempatan kerja yang 

luas bagi masyarakat dapat dicapai melalui penyerapan tenaga kerja sektor formal dan sektor informal. 

Ada beberapa program prioritas yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB untuk 

mendukung hal ini diantaranya adalah program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, 

program penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dan progam pengembangan kawasan 

transmigrasi.  

Penyerapan pada sektor formal mempersyaratkan sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi dan kualifikasi yang tentunya sesuai dengan pasar kerja. Hanya saja jumlah kapasitas dan 

jenis pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat masih sangat terbatas. Hal ini tentu menyebabkan hasil pelatihan yang tidak dapat 
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terserap oleh dunia usaha. Selain itu pelatihan kewirausahaan atau entereunership yang masih terbatas 

sehingga angkatan kerja kita masih belum bisa mandiri dengan membuka lapangan kerja mereka 

sendiri dan orang lain. Begitu juga dalam penempatan tenaga kerja, idealnya lulusan pelatihan yang 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat seharusnya dapat 

terserap oleh pasar kerja. Namun, pada realitanya penempatan yang dilakukan tidak memprioritaskan 

lulusan pelatihan walaupun lulusan tersebut berkompeten. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya 

koordinasi tingkat bidang atau program yang menyebabkan kurang validnya database pelatihan dan 

penempatan tenaga kerja. Penempatan Pekerja Migran Indonesia juga mengalami kendala akibat dari 

kebijakan masing-masing negara tujuan demi menghalangi penyebaran COVID 19. Demikian halnya 

dengan pengembangan kawasan transmigrasi yang dimana masih banyak terkendala dengan isu 

pembebasan lahan. 

3.1. Kondisi Angkatan kerja 

Permasalahan utama pada sektor ketenagakerjaan adalah pengangguran terbuka dan setengah 

penganggur. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 2,74 juta orang, mengalami 

peningkatan sebanyak 50,50 ribu orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah 

angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,13 persen poin. 

Penduduk yang bekerja sebanyak 2,66 juta orang, meningkat sebanyak 81,43 ribu orang dari Agustus 

2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja adalah Sektor 

Industri Pengolahan (0,96 persen poin), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,89 persen poin), 

Pertambangan dan Penggalian (0,35 persen poin), Konstruksi (0,29 persen poin), dan Perdagangan 

Besar dan Eceran (0,24 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu 

Sektor Pertanian (2,07 persen poin). Dari data tersebut angkatan kerja yang terserap yaitu sebesar 96,99 

persen dan sisanya masih menjadi penganggur.  

Pada Agustus 2021, sebanyak 1,96 juta orang (73,89 persen) bekerja pada kegiatan informal, 

naik 0,43 persen poin dibanding Agustus 2020. Sebagian besar penduduk yang bekerja merupakan 

pekerja penuh (56,11 persen). Sementara pekerja paruh waktu sebesar 28,89 persen dan setengah 

penganggur 15,00 persen 

Penganggur terbuka/normal yaitu golongan angkatan kerja yang betul – betul tidak 

mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai. Sedangkan setengah 

penganggur yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau 

pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 3,01 persen, turun 1,21 persen 

poin dibandingkan dengan Agustus 2020  

Peningkatan kesempatan kerja masyarakat adalah hal yang mutlak untuk dilakukan sebagai upaya 

mencapai tujuan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Terbukanya kesempatan kerja yang luas 
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bagi masyarakat dapat dicapai melalui penyerapan tenaga kerja sektor formal dan sektor informal. Ada 

beberapa program prioritas yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB untuk 

mendukung hal ini diantaranya adalah program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, 

program penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dan progam penempatan serta pengembangan 

kawasan transmigrasi.  

Penyerapan pada sektor formal mempersyaratkan sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi dan kualifikasi yang tentunya sesuai dengan pasar kerja. Hanya saja jumlah kapasitas dan 

jenis pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat masih sangat terbatas. Hal ini tentu menyebabkan hasil pelatihan yang tidak dapat 

terserap oleh dunia usaha. Selain itu pelatihan kewirausahaan atau entereunership yang masih terbatas 

sehingga angkatan kerja kita masih belum bisa mandiri dengan membuka lapangan kerja mereka 

sendiri dan orang lain. Begitu juga dalam penempatan tenaga kerja, idealnya lulusan pelatihan yang 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat seharusnya dapat 

terserap oleh pasar kerja. Namun, pada realitanya penempatan yang dilakukan tidak memprioritaskan 

lulusan pelatihan walaupun lulusan tersebut berkompeten. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya 

koordinasi tingkat bidang atau program yang menyebabkan kurang validnya database pelatihan dan 

penempatan tenaga kerja. Penempatan Pekerja Migran Indonesia juga mengalami kendala akibat dari 

kebijakan masing-masing negara tujuan sevagai dampak pandemi Covid 19. Demikian halnya dengan 

penempatan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang dimana masih banyak terkendala dengan 

isu pembebasan lahan. 

3.2. Kondisi hubungan industrial 

Kondusifitas iklim usaha perlu diciptakan dengan menjaga kondisi hubungan industrial yang 

harmonis. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung peningkatan iklim investasi di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. Namun pada kenyataanya, masih terjadi kasus-kasus perselisihan hubungan 

industrial yang terjadi terlihat dari jumlah kasus hubungan industrial yang didaftarkan. Dalam 

penanganan kasus-kasus hubungan industrial ini diperlukan penyelesaian secara bipartit yang dapat 

dilakukan oleh fungsional mediator baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. Sehingga jumlah 

pemutusan hubungan kerja dapat ditekan. 

Begitu halnya dengan jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja para buruh juga harus 

diperhatikan. Dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui fungsional Pengawas 

Ketenagakerjaan harus memastikan hak-hak normatif dan K3 di tempat kerja terpenuhi. Permasalahan 

yang timbul adalah secara kuantitas jumlah pengawas maupun mediator belum mampu mengimbangi 

atau mengawasi sekian banyak perusahaan yang tersebar di pulau Lombok maupun pulau Sumbawa. 

Oleh karena itu sistem pengawasan maupun mediasi perlu ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan 
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kepada perusahaan yang berkelanjutan dan bekerja sama dengan stakeholder terkait terutama serikat 

buruh/pekerja. 

3.3. Kondisi ketransmigrasian 

Program transmigrasi merupakan salah satu contoh program nasional yang sukses dalam 

mencapai tujuan nasional diantaranya antara lain pemerataan jumlah penduduk, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, dan persatuan Indonesia. Disamping itu program transmigrasi berperan 

dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalui pembukaan lapangan kerja baru umumnya 

pada sektor informal. 

Permasalahan yang sering dijumpai dalam penyelenggaraan program transmigrasi ada 

beberapa diantaranya adalah sengketa lahan dan lokasi yang dinilai kurang layak untuk dihuni. Sarana 

dan prasarana juga dinilai masih sangat kurang seperti sarana air bersih dan lain-lain.  

Program pemindahan dan penempatan transmigrasi Prov. NTB sampai dengan saat ini, baik di dalam 

provinsi maupun ke luar provinsi adalah 47.286 KK atau 188.213 jiwa, dengan sebaran penempatan 

di dalam provinsi dan di luar provinsi. Penempetan transmigrasi di dalam provinsi sebanyak 10.700 

KK = 48.934 jiwa yaitu di Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, lombok timur, 

lombok tengah. Sedangkan di luar Provinsi NTB yaitu sebanyak 36.586 KK= 139.279 jiwa ke Provinsi 

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sumatera Selatan 

Maluku, Papua. Sedangkan program pembinaan kepada warga transmigrasi dilaksanakan melalui 

berbagai bimbingan teknis di bidang ekonomi pertanian. 

Program pembangunan permukiman transmigrasi baru di Prov. NTB belum bisa terlaksana; 

hal ini disebabkan karena harus memenuhi persyaratan clear and clean, yaitu jelas lokasi, batas dan 

luasnya; bersih dari persoalan adminstrasi pertanahan maupun okupasi oleh pihak lain. 

Beberapa isu-isu strategis dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam 

pelaksanaan program-program kegiatan antara lain adalah sebagai berikut: 

 

No Isu Permasalahan 

1 Terbatasnya jumlah perusahaan 

menengah dan besar di NTB 

1. Angkatan kerja di NTB masih didominasi oleh 

pendidikan SMP kebawah 

2. Masih rendahnya kesempatan kerja pada dunia 

usaha, dunia industri terbelih pada masa pandemi 

saat ini 

3. Informasi pasar kerja belum terkelola dengan 

optimal 
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No Isu Permasalahan 

  4. Masih tingginya angka setengah penganggur di NTB 

2 Perlindungan terhadap tenaga kerja 

yang belum maksimal  

1. Belum optimalnya peran perangkat hubungan 

industrial dan sistem pengawasan ketenagakerjaan 

2. Masih sedikitnya perusahaan yang membuat/ 

menerapkan peraturan perusahaan (PP) 

3. Masih sedikitnnya perusahaan yang melaksanakan 

wajib lapor ketenagakerjaan 

4. Belum optimalnya Perusahaan yang menegakkan 

norma kerja dan K3 

5. Masih banyak pekerja formal/ informal yang belum 

mendapat perlindungan Jamsostek 

3 Belum optimalnya pengelolaan 

kawasan transmigrasi 

1. Belum adanya penetapan kawasan baru karena 

masih ada lahan yang belum clean and clear 

2. Masih banyaknya tunggakan Sertifikat Hak Milik 

(SHM) 

3. Kuota penempatan transmigran asal NTB yang 

masih sedikit 

4. Belum optimalnya pembinaan bagi masyarakat 

transmigrasi 
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BAB IV 

PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 

 

 

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah 

Sesuai dengan Revisi RPJMD 2019-2023, tugas dan fungsi Disnakertrans Prov. NTB sesuai 

dengan Misi 5, NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, 

mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan 

industrialisasi dengan sasaran menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 

Tabel 4.1 

Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran, serta Target Capaiannya Tahun 2019-2023 

Visi: Membangun NTB yang GEMILANG 

 
Misi Tujuan Indikator 

Tujuan 

Sasaran Indikator 

Sasaran 

Satuan Kondisi awal  Target capaian Kondisi 

Akhir 

(2023) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Misi 5 NTB 

SEJAHTERA 

DAN MANDIRI 

melalui 

penanggulangan 

kemiskinan, 

mengurangi 

kesenjangan, dan 

pertumbuhan 

ekonomi inklusif 

bertumpu pada 

pertanian, 

pariwisata dan 

industrialisasi 

Terwuj

udnya 

perindu

strian 

yang 

unggul 

Pertumbu

han 

Industri 

Menurunn

ya 

pengangg

uran 

terbuka 

Tingkat 

Pengangg

uran 

Terbuka 

% 3,72 3,42 3,35 3,30 3,19 3,17 3,17 

 

 

4.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 

Tujuan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 

adalah Tercapainya Penurunan Pengangguran Terbuka dengan indikator Tingkat  Pengangguran 

Terbuka. 

Dalam rangka mendukung Tercapainya Penurunan Pengangguran Terbuka pada tujuan Rencana 

Strategis pada huruf didukung dengan sasaran :  

✓ Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat dengan  indikator Persentase penyerapan angkatan 

kerja. 
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✓ Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif  dengan indicator Persentase 

perusahaan yang harmonis/ kondusif. 

✓ Meningkatnya Transmigran yang ditempatkan dan dibina dengan indikator Persentase 

transmigran yang ditempatkan dan dibina 

Sesuai dengan tugas, fungsi Disnakertrans Prov. NTB untuk mencapai tujuan dan sasaran 

dimaksud didukung oleh program prioritas yaitu : Program Perencanaan Tenaga Kerja; Program 

Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga Kerja; Program 

Hubungan Industrial; Program Pengawasan Ketenagakerjaan; Program Perencanaan Kawasan 

Transmigrasi; Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; Program Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi. 

Tugas utama dari Disnakertrans Prov. NTB adalah menyiapkan tenaga kerja lokal yang 

berkualitas dan produktif sehingga kompeten dalam mengisi kesempatan kerja lokal maupun peluang 

kerja dalam dan luar negeri, sehingga perlu dilakukan pola pelatihan secara terintegrasi dengan 

melibatkan seluruh stakeholders LPKS, P3MI, asosiasi industri, mulai dari perencanaan kebutuhan, 

pelaksanaan pelatihan langsung dengan instruktur dari praktisi industri sehingga menghasilkan tenaga 

kerja yang sesuai dengan spesifikasi skill sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk pelatihan untuk 

mempersiapkan Calon Pekerja migran indonesia (CPMI) yang ingin bekerja diluar negeri. 

Bagi pencari kerja (pencaker) yang belum terserap di dunia industri, maka diberikan 

pendampingan dan pelatihan manajemen wirausaha baru dan difasilitasi peralatan & akses marketing. 

Mereka juga disambungkan dengan dunia pemasaran, dengan dinas -dinas terkait seperti perindustrian 

maupun perdagangan. Selain pola pendampingan untuk wirausaha baru juga dilakukan peningkatan 

produktivitas. 

Kemudian memastikan perusahaan agar menerapakan Norma kerja dan K3 serta menjalankan 

Peraturan Perusahaan yang sudah disepakati bersama antara pekerja dan pengusaha sehingga 

hubungan industrial yang harmonis/ kondusif dapat terwujud. 
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Tabel 4.2 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

 

No Tujuan Sasaran Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada 

Tahun Ke- 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Tercapainya 

Penurunan 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

  Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

3,39 3,35 3,30 3,19 3,17 

    Meningkatnya 

Kesempatan 

Kerja 

Masyarakat 

Persentase 

penyerapan 

angkatan kerja 

96,61 96,65 96,70 96,81 96,83 

    Mewujudkan 

hubungan 

industrial yang 

harmonis/ 

kondusif 

Persentase 

perusahaan yang 

harmonis/ 

kondusif 

98,74 98,85 98,95 99,06 99,16 

  Meningkatnya 

Transmigran 

yang 

ditempatkan dan 

dibina 

Persentase 

transmigran yang 

ditempatkan dan 

dibina 

97,57 97,57 97,57 97,57 100 
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4.3. Rencana Kerja Serta Target dan Pendanaannya 

Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dari rencana kerja 

perangkat daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Selanjutnya Kepala 

Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja Tahunan berupa Rencana 

Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Perencanaan Anggaran. Berikut Rencana Kerja serta Target dan Pendanaan Disnakertrans Provinsi 

NTB Tahun 2021 , tahun 2022 dan tahun 2023. 

Tabel 4.3 

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan 

Prakiraan Maju Tahun 2022 dan tahun 2023 

 

Tujuan 
Sasaran 

Strategis 
 Indikator  Kode 

Program, Kegiatan, 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja 

Program 

(Outcome) dan 

Kegiatan/SubKegi

atan (Output) 

Sat. 

Data 

Capaian 

pada 

tahun 

awal 

Perencan

aan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2021 2022 2023 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

Tercapainya 

Penurunan 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Kepada 

Masyarakat  

Indeks 

Pelayanan 

Publik 

      Indeks 69,77 75,00  80,00  85,00  

      

2.07.01 Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 
Nilai Lakip OPD Indeks 69,77 75,00 20.015.190.183,00 80,00 22.193.454.620,79 85,00 25.563.372.366,36 

      

2.07.01.1.01 Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Laporan 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

dokumen 23 23 294.917.700,00 23 329.663.585,00 23 381.238.079,00 

      

2.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah (SKPD 

INDUK) 

Jumlah dokumen dokumen 1 1 114.151.000,00 1 119.858.550,00 1 133.830.260,00 

      

2.07.01.1.01.02 Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

RKA SKPD  

Jumlah dokumen 

(INDUK) 

dokumen 1 1 14.526.200,00 1 15.252.510,00 1 18.303.012,00 
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Tujuan 
Sasaran 

Strategis 
 Indikator  Kode 

Program, Kegiatan, 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja 

Program 

(Outcome) dan 

Kegiatan/SubKegi

atan (Output) 

Sat. 

Data 

Capaian 

pada 

tahun 

awal 

Perencan

aan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2021 2022 2023 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

      
Jumlah dokumen 

(UPTD BLK DLN) 

dokumen 1 1 8.455.200,00 1 8.877.960,00 1 10.653.552,00 

      

Jumlah dokumen 

(UPTD BPKK3 P. 

LOMBOK) 

dokumen 1 1 4.939.000,00 1 5.185.950,00 1 6.223.140,00 

      

Jumlah dokumen 

(UPTD BPKK3 P. 

SUMBAWA) 

dokumen 1 1 
 

1 5.000.000,00 1 6.000.000,00 

      

2.07.01.1.01.03 Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah dokumen 

(INDUK) 

dokumen 1 1 16.300.000,00 1 17.115.000,00 1 20.538.000,00 

      
Jumlah dokumen 

(UPTD BLK DLN) 

dokumen 1 1 8.455.200,00 1 8.877.960,00 1 10.653.552,00 

      

Jumlah dokumen 

(UPTD BPKK3 P. 

LOMBOK) 

dokumen 1 1 
 

1 2.500.000,00 1 3.000.000,00 

      

Jumlah dokumen 

(UPTD BPKK3 P. 

SUMBAWA) 

dokumen 1 1 
 

1 2.500.000,00 1 3.000.000,00 

      

2.07.01.1.01.04 Koordinasi dan 

Penyusunan DPA-

SKPD  

Jumlah dokumen 

(INDUK) 

dokumen 1 1 9.614.800,00 1 10.095.540,00 1 12.114.648,00 

      
Jumlah dokumen 

(UPTD BLK DLN) 

dokumen 1 1 8.455.200,00 1 8.877.960,00 1 10.653.552,00 

      

Jumlah dokumen 

(UPTD BPKK3 P. 

LOMBOK) 

dokumen 1 1 5.046.000,00 1 5.298.300,00 1 6.357.960,00 

      

Jumlah dokumen 

(UPTD BPKK3 P. 

SUMBAWA) 

dokumen 1 1 
 

1 5.000.000,00 1 6.000.000,00 

      

2.07.01.1.01.05 Koordinasi dan 

Penyusunan Perubahan 

DPASKPD 

Jumlah dokumen 

(INDUK) 

dokumen 1 1 6.967.600,00 1 7.315.980,00 1 8.779.176,00 

      
Jumlah dokumen 

(UPTD BLK DLN) 

dokumen 1 1 8.455.200,00 1 8.877.960,00 1 10.653.552,00 

      

Jumlah dokumen 

(UPTD BPKK3 P. 

LOMBOK) 

dokumen 1 1 4.939.000,00 1 5.185.950,00 1 6.223.140,00 

      

Jumlah dokumen 

(UPTD BPKK3 P. 

SUMBAWA) 

dokumen 1 1 
 

1 5.000.000,00 1 6.000.000,00 
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Tujuan 
Sasaran 

Strategis 
 Indikator  Kode 

Program, Kegiatan, 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja 

Program 

(Outcome) dan 

Kegiatan/SubKegi

atan (Output) 

Sat. 

Data 

Capaian 

pada 

tahun 

awal 

Perencan

aan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2021 2022 2023 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

      

2.07.01.1.01.06 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah dokumen dokumen 5 5 11.824.800,00 5 12.416.040,00 5 14.899.248,00 

      

2.07.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen dokumen 1 1 72.788.500,00 1 76.427.925,00 1 87.355.287,00 

      

2.07.01.1.02 Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Laporan 

Administrasi 

Keuangan 

dokumen 9 9 16.147.373.377,00 9 17.862.453.702,83 9 20.565.826.958,02 

      
2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Orang 215 215 15.961.992.977,00 215 17.669.202.262,83 215 20.352.144.566,02 

      

2.07.01.1.02.02 Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

Jumlah Tenaga 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN (Induk) 

Orang 2 2 106.670.000,00 2 106.670.000,00 2 117.337.000,00 

      

2.07.01.1.02.04 Koordinasi dan 

pelaksanaan akuntansi 

SKPD 

Jumlah Laporan 

(Induk) 

Dokumen 2 2 10.052.800,00 2 11.058.080,00 2 13.269.696,00 

      

  Jumlah Laporan 

(BLK DLN) 

Dokumen 1 1 37.454.100,00 1 41.199.510,00 1 45.319.461,00 

      

  Jumlah Laporan 

(BPKPL) 

Dokumen 1 1 9.800.000,00 1 10.780.000,00 1 11.858.000,00 

      

  Jumlah Laporan 

(BPKPS) 

Dokumen 1 1 3.435.300,00 1 3.778.830,00 1 4.156.713,00 

      

2.07.01.1.02.05 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

Jumlah Laporan 

(Induk) 

Dokumen 1 1 6.101.900,00 1 6.712.090,00 1 7.383.299,00 

      
  Jumlah Laporan 

(BLK DLN) 

Dokumen 1 1 7.212.300,00 1 7.933.530,00 1 8.726.883,00 

      
  Jumlah Laporan 

(BPKPL) 

Dokumen 1 1 4.654.000,00 1 5.119.400,00 1 5.631.340,00 

      

2.07.01.1.03 Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Laporan Barang 

Milik Daerah 

dokumen 4 4 23.519.700,00 4 25.871.670,00 4 57.500.000,00 

      

2.07.01.1.03.06 Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada 

SKPD  

Jumlah BMD 

(Induk) 

Laporan 1 1 9.359.600,00 1 10.295.560,00 1 25.000.000,00 
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Tujuan 
Sasaran 

Strategis 
 Indikator  Kode 

Program, Kegiatan, 
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pada 
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awal 
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2021 2022 2023 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

      
  Jumlah BMD (BLK 

DLN) 

Laporan 1 1 9.141.000,00 1 10.055.100,00 1 15.000.000,00 

      
  Jumlah BMD 

(BPKPL) 

Laporan 1 1 4.253.000,00 1 4.678.300,00 1 10.000.000,00 

      
  Jumlah BMD 

(BPKPS) 

Laporan 1 1 766.100,00 1 842.710,00 1 7.500.000,00 

      

2.07.01.1.05 Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Jumlah ASN yang 

mendapat 

pelatihan 

orang 182 182 182.138.400,00 182 200.352.240,00 182 232.364.440,00 

      

2.07.01.1.05.05 Monitoring, evaluasi 

dan penilaian kinerja 

pegawai 

Jumlah ASN yang 

di diklat Formal 

(Induk) 

Orang 177 177 23.250.400,00 177 25.575.440,00 177 38.363.160,00 

      

2.07.01.1.05.09 Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi 

Jumlah ASN yang 

di diklat Formal 

(BLK DLN) 

Orang 5 5 3.970.000,00 5 4.367.000,00 5 6.550.500,00 

      

  Jumlah ASN yang 

di diklat Formal 

(BPKPL) 

Orang 15 9 154.918.000,00 9 170.409.800,00 9 187.450.780,00 

      

2.07.01.1.06 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

laporan 

administrasi 

umum 

dokumen 28 28 758.140.241,00 28 681.679.106,99 28 957.635.088,28 

      

2.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor  

Jumlah Instalasi 

Listrik (Induk) 

Jenis 11 11 6.034.600,00 11 6.638.060,00 11 7.301.866,00 

      
Jumlah Instalasi 

Listrik (BLK DLN) 

Jenis 25 25 14.660.700,00 25 16.126.770,00 25 17.739.447,00 

      
Jumlah Instalasi 

Listrik BPKPL) 

Jenis 5 5 1.604.000,00 5 1.764.400,00 5 1.940.840,00 

      
Jumlah Instalasi 

Listrik BPKPS) 

Jenis 5 5 
 

5 1.500.000,00 5 1.650.000,00 

      

2.07.01.1.06.02 Penyediaan peralatan 

dan perlengkapan 

kantor 

Jumlah  peralatan 

kantor  (Induk) 

Jenis 5 5 55.047.100,00 8 75.000.000,00 8 89.489.886,56 

      
Jumlah  peralatan 

kantor  (BLK DLN) 

Jenis 50 40 371.145.000,00 15 150.000.000,00 15 285.000.000,00 

      
Jumlah  peralatan 

kantor  (BPKPL) 

Jenis 
   

5 25.000.000,00 5 27.500.000,00 

      
Jumlah  peralatan 

kantor  (BPKPS) 

Jenis 
   

5 25.000.000,00 5 27.500.000,00 

      
2.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor  

Jumlah Jenis ATK 

(Induk) 

Jenis 30 30 18.534.441,00 30 20.387.885,10 30 26.504.250,63 
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Jumlah Jenis ATK 

(BLK DLN) 

Jenis 15 15 15.053.700,00 15 16.559.070,00 15 21.526.791,00 

      
Jumlah Jenis ATK 

(BPKPL) 

Jenis 10 10 15.615.400,00 10 17.176.940,00 10 22.330.022,00 

      
Jumlah Jenis ATK  

(BPKPS) 

Jenis 18 18 2.909.500,00 18 3.200.450,00 18 4.160.585,00 

      

2.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan  

Jumlah  Cetak dan 

Penggandaan  

(Induk) 

Eksemplar 7 7 7.798.700,00 7 8.578.570,00 7 10.294.284,00 

      

Jumlah  Cetak dan 

Penggandaan  

(BLK DLN) 

Eksemplar 5 5 10.891.100,00 5 11.980.210,00 5 14.376.252,00 

      

Jumlah  Cetak dan 

Penggandaan  

(BPKPL) 

Eksampler 1 1 3.856.300,00 1 4.241.930,00 1 5.090.316,00 

      

Jumlah  Cetak dan 

Penggandaan  

(BPKPS) 

Eksampler 3 3 4.050.000,00 3 4.455.000,00 3 5.346.000,00 

      
2.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Jumlah eksempelar 

(Induk) 

Eksemplar 7 7 8.460.000,00 7 9.306.000,00 7 10.236.600,00 

      
Jumlah eksempelar 

(BLK DLN) 

Eksemplar 6 6 8.698.500,00 6 9.568.350,00 6 10.525.185,00 

      
Jumlah eksempelar 

(BPKPL) 

Eksemplar 6 6 7.200.000,00 6 7.920.000,00 6 8.712.000,00 

      
Jumlah eksempelar 

(BPKPS) 

Eksemplar 1 1 
 

1 8.000.000,00 1 8.800.000,00 

      
2.07.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan 

Tamu  

Jumlah Orang 

(Induk) 

Orang 263 263 11.675.000,00 263 12.842.500,00 263 14.126.750,00 

      
Jumlah Orang 

(BLK DLN) 

Orang 250 350 26.100.000,00 250 28.710.000,00 250 31.581.000,00 

      
Jumlah Orang 

BPKPL 

Orang 25 25 3.190.000,00 150 3.509.000,00 150 5.263.500,00 

      
Jumlah Orang 

(BPKPS) 

Orang 200 200 
 

200 4.000.000,00 200 6.000.000,00 

      

2.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Rapat 

(Induk) 

Orang/ 

tahun 

15 15 49.121.000,00 15 80.000.000,00 15 120.000.000,00 

      
Jumlah Rapat (BLK 

DLN) 

Orang/ 

tahun 

5 5 67.821.000,00 5 74.603.100,00 5 91.223.205,25 

      
Jumlah Rapat 

(BPKPL) 

Orang/ 

tahun 

2 2 
 

8 30.610.871,89 2 45.916.307,84 

      
Jumlah Rapat rip 

(BPKPS) 

Orang/ 

tahun 

4 4 48.674.200,00 8 25.000.000,00 4 37.500.000,00 
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2.07.01.1.07 Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

jumlah sarana dan 

prasarana kantor 

Unit 1 
 

0,00 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00 

      

  Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Jumlah Kendaraan 

(Induk) 

Unit 1 - 0,00 
  

1 150.000.000 

   

  Jumlah Kendaraan 

(BLKDLN) 

Unit 1   1 150.000.000   

   
  Jumlah Kendaraan 

(BPKPL) 

Unit 1   1 150.000.000   

   
  Jumlah Kendaraan 

(BPKPL) 

Unit 1     1 150.000.000 

      

2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

jumlah jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan  

orang 54 62 2.164.244.765,00 62 2.302.862.715,97 62 2.539.029.041,07 

      

2.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat  

Jumlah Surat 

Keluar (Induk) 

Surat 139 139 1.280.000,00 139 1.408.000,00 139 1.548.800,00 

      
Jumlah Surat 

Keluar (BLK DLN) 

Surat 146 146 1.600.000,00 146 1.760.000,00 146 1.936.000,00 

      
Jumlah Surat 

Keluar (BPKPL) 

Surat 115 115 2.134.290,00 115 2.347.719,00 115 2.582.490,90 

      
Jumlah Surat 

Keluar (BPKPS) 

Surat 96 96 1.705.000,00 96 1.875.500,00 96 2.063.050,00 

      
2.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik  

Jumlah Rekening 

(Induk) 

Rekening 4 4 286.340.000,00 4 314.974.000,00 4 352.351.453,50 

      
Jumlah Rekening  

(BLK DLN) 

Rekening 6 6 111.600.000,00 6 122.760.000,00 6 135.036.000,00 

      
Jumlah Rekening 

(BPKPL) 

Rekening 3 3 31.800.000,00 3 34.980.000,00 3 38.478.000,00 

      
Jumlah Rekening  

(BPKPS) 

Rekening 3 3 18.225.000,00 3 20.047.500,00 3 22.052.250,00 

      

2.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor  

Jumlah Tenaga Jasa 

pelayanan Umum 

Kantor  (Induk) 

Orang 32 38 881.100.000,00 38 891.403.474,47 38 980.543.821,92 

      

Jumlah Tenaga Jasa 

pelayanan Umum 

Kantor (BLK DLN) 

Orang 13 13 497.325.875,00 13 547.058.462,50 13 601.764.308,75 

      

Jumlah Tenaga Jasa 

pelayanan Umum 

Kantor (BPKPL) 

Orang 6 6 180.000.000,00 6 198.000.000,00 6 217.800.000,00 

      

Jumlah Tenaga Jasa 

pelayanan Umum 

Kantor (BPKPS) 

Orang 3 5 151.134.600,00 5 166.248.060,00 5 182.872.866,00 
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2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

jumlah barang 

milik daerah yang 

terpelihara 

Unit 64 64 444.856.000,00 67 490.571.600,00 69 529.778.760,00 

      

2.07.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan  

Jumlah Kendaraan 

(Induk) 

Unit 11 11 76.240.000,00 12 83.864.000,00 13 92.250.400,00 

      
Jumlah Kendaraan  

(BLK DLN) 

Unit 5 5 79.620.000,00 7 87.582.000,00 8 96.340.200,00 

      
Jumlah Kendaraan 

(BPKL) 

Unit 3 3 18.000.000,00 3 19.800.000,00 3 21.780.000,00 

      
Jumlah Kendaraan 

(BPKPS) 

Unit 4 4 40.451.000,00 4 44.496.100,00 4 48.945.710,00 

      
2.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilit

asi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung 

kantor (Induk) 

Gedung 1 1 36.505.000,00 1 40.155.500,00 1 44.171.050,00 

      
Jumlah Gedung 

kantor (BLK DLN)  

Gedung 1 2 98.500.000,00 1 98.500.000,00 1 98.500.000,00 

      
Jumlah Gedung 

kantor (BPKPL) 

Gedung 1 1 
 

1 35.000.000,00 1 38.500.000,00 

      
Jumlah Gedung 

kantor (BPKPS) 

Gedung 1 1 
 

1 25.000.000,00 1 27.500.000,00 

      

2.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya  

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

(Induk) 

Unit 11 11 15.600.000,00 11 17.160.000,00 11 18.876.000,00 

      

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

(BLK DLN) 

Unit 23 23 67.200.000,00 23 25.000.000,00 23 27.500.000,00 

      

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

(BPKPL) 

Unit 3 3 9.090.000,00 3 9.999.000,00 3 10.998.900,00 

      

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

(BPKPS) 

Unit 2 2 3.650.000,00 2 4.015.000,00 2 4.416.500,00 

      

2.07.02 Program Perencanaan 

Tenaga Kerja 

Porsentase  kab/ 

kota yang 

menyusun rencana 

tenaga kerja 

% 45 75 84.705.400,00 85 100.214.713,46 90 115.431.602,71 
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2.07.02.1.01  Kegiatan Penyusunan 

Rencana Tenaga 

Kerja (RTK) 

Jumlah Dokjumen 

Rencana Tenaga 

Kerja yang di 

hasilkan 

dokumen 2 2 84.705.400,00 2 100.214.713,46 2 115.431.602,71 

      

2.07.02.1.01.01 Sub. Kegiatan 

Penyusunan Rencana 

Tenaga Kerja Makro 

Jumlah Dokumen 

PTKD Makro yang 

di hasilkan 

Dokumen 1 1 84.705.400,00 1 75.000.000,00 1 85.000.000,00 

      

2.07.02.1.01.02 Sub. Kegiatan 

Penyusunan Rencana 

Tenaga Kerja Mikro 

Jumlah Dokumen 

Rencana Tenaga 

Kerja Makro dan 

Mikro yang di 

hasilkan 

Dokumen 1 1 0,00 1 25.214.713,46 1 30.431.602,71 

  

Meningkatnya 

Kesempatan 

Kesempatan 

Kerja 

Masyarakat 

Persentase 

penyerapan 

angkatan kerja 

      % 96,58 96,70 
 

96,81 
 

96,83 
 

      

2.07.03 Program Pelatihan 

Kerja dan 

Produktivitas Tenaga 

Kerja 

Porsentase pencari 

kerja yang 

bersertifikat 

kompetensi 

% 15 16 829.654.400,00 17 1.232.588.783,75 18 1.419.748.596,70 

      

2.07.03.1.01 Kegiatan Pelaksanaan 

Latihan Kerja 

Berdasarkan Klaster 

Kompetensi 

 Pencari Kerja / 

Calon Tenaga 

Kerja Yang 

mendapat 

sertifikat 

kompetensi 

Orang 230 150 236.044.700,00 300 442.686.993,63 300 518.712.741,48 

      

2.07.03.1.01.01 Sub Kegiatan Proses 

Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan 

Keterampilan Bagi 

Pencari Kerja 

Berdasarkan Klaster 

Kompetensi [BID. 

LATTAS] 

Jumlah Pencari 

Kerja Yang 

Mengikuti 

Pemagangan Luar 

Negeri  

Orang 230 150 236.044.700,00 300 390.000.000,00 300 466.025.747,85 

      

  Sub Kegiatan 

Koordinasi Lintas 

Lembaga Dan 

Kerjasama Dengan 

Sektor Swasta Untuk 

Penyediaan Instruktur 

Serta Sarana Dan 

Prasarana Lembaga 

Pelatihan Kerja [BID. 

LATTAS] 

Jumlah Dokumen 

Hasil Identifikasi 

Kebutuhan 

Pelatihan dan 

pemagangan  

Dokumen 2 2 
 

2 52.686.993,63 2 52.686.993,63 

      

2.07.03.1.02  Kegiatan Pelaksanaan 

Akreditasi Lembaga 

Pelatihan Kerja 

Jumlah LPK Yang 

Disurvei dan 

dinilai 

Lembaga 45 20 31.454.000,00 40 58.000.000,00 40 58.000.000,00 

      

2.07.03.1.02.01 Sub Kegiatan Survei 

Dan Penilaian 

Akreditasi Kepada 

Lembaga Pelatihan 

Kerja [BID. LATTAS]. 

Jumlah LPK yang 

di Akreditasi 

LPK 45 20 31.454.000,00 40 58.000.000,00 40 58.000.000,00 
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2.07.03.1.01 Kegiatan Pelaksanaan 

Latihan Kerja 

Berdasarkan Klaster 

Kompetensi 

 Pencari Kerja / 

Calon Tenaga 

Kerja Yang 

mendapat 

sertifikat 

kompetensi 

Orang 208 96 533.154.900,00 128 700.000.000,00 160 811.134.065,10 

      

2.07.03.1.01.01 Sub Kegiatan Proses 

Pelaksanaan Pendidikan 

Dan Pelatihan 

Keterampilan Bagi 

Pencari Kerja 

Berdasarkan Klaster 

Kompetensi [BLK] 

Jumlah Pencari 

Kerja / Calon 

Tenaga Kerja Yang 

Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi 

Orang 208 96 533.154.900,00 128 700.000.000,00 160 811.134.065,10 

      

  Sub Kegiatan 

Pengadaan Sarana 

Pelatihan Kerja 

Jumlah sarana dan 

prasarana pelatihan 

Unit 
       

      

  Kegiatan Pengukuran 

Produktivitas Tingkat 

Daerah Provinsi 

jumlah peserta 

monev yang telah 

mendapat 

pekerjaan (forma/ 

informal) 

OT 5 15 29.000.800,00 20 31.901.790,12 20 31.901.790,12 

      

  Sub Kegiatan 

Pengukuran 

Kompetensi Dan 

Produktivitas Tenaga 

Kerja [BLK] 

jumlah peserta 

monev yang telah 

mendapat pekerjaan 

(forma/ informal) 

OT 5 15 29.000.800,00 20 31.901.790,12 20 31.901.790,12 

      

2.07.04  Program Penempatan 

Tenaga Kerja 

Persentase  

Pencari Kerja  

Yang 

Ditempatkan. 

% 40,00 44,71 991.936.430,00 51,09 1.115.004.981,37 57,48 1.284.310.532,82 

      

2.07.04.1.01  Kegiatan Pelayanan 

Antar Kerja Lintas 

Daerah Kabupaten 

/Kota 

jumlah pencari 

kerja yang 

ditempatkan 

melalui 

mekanisme 

AKAD/ AKL 

Orang 30 160 303.566.600,00 160 303.566.600,00 160 303.566.600,00 

      

2.07.04.1.01.04  Sub Kegiatan 

Pembinaan 

Operasionalisasi 

Pelayanan Penempatan 

Tenaga Kerja AKAD 

(Antar Kerja Antar 

Daerah Dan AKL Antar 

Kerja Lokal) [BID. 

PENEMPATAN] 

Jumlah Pencari 

Kerja AKAD / 

AKL Yang Dibina. 

Orang 30 160 303.566.600,00 160 303.566.600,00 160 303.566.600,00 

      

2.07.04.1.03 Kegiatan Pengelolaan 

Informasi Pasar Kerja  

Jumlah Pencari 

Kerja yang 

ditempatkan 

melalui job fair 

Orang 1.360 1.500 129.658.000,00 1.750 129.658.000,00 2.000 129.658.000,00 

      

2.07.04.1.03.03 Sub Kegiatan Job Fair 

/Buruh Kerja [BID. 

PENEMPATAN] 

Jumlah Pencari 

Kerja yang 

ditempatkan 

melalui job fair 

Orang 1.360 1.500 129.658.000,00 1.750 129.658.000,00 2.000 129.658.000,00 
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2.07.04.1.04  Kegiatan 

Perlindungan PMI 

(Pra Dan Purna 

Penempatan) Di 

Daerah Provinsi 

Jumlah 

PMI/Pencaker 

Yang 

Ditempatkan, 

Dilindungi Dan 

Diberdayakan. 

Orang 26.438 23.460 551.633.200,00 23.310 649.780.381,37 29.240 794.085.932,82 

      

2.07.04.1.04.01 Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Perlindungan Dan 

Kompetensi Calon 

Pekerja Migran 

Indonesia (PMI)/ 

Pekerja Migran 

Indonesia [BID. 

PENEMPATAN] 

Jumlah PMI 

Bermasalah Yang 

Ditangani 

Orang 2.045 1.900 131.120.000,00 1.750 206.120.000,00 1.600 281.120.000,00 

      

2.07.04.1.04.03  Sub Kegiatan 

Penyediaan Layanan 

Terpadu Pada Calon 

Pekerja Migran [BID. 

PENEMPATAN] 

Jumlah PMI Ke 

Luar Negeri Yang 

Dilayani Di LTSA 

Orang 24.000 21.500 305.884.100,00 21.500 329.031.281,37 27.500 398.336.832,82 

      

2.07.04.1.04.04  Sub Kegiatan 

Pemberdayaan Pekerja 

Migran Indonesia Purna 

Penempatan [BID. 

PENEMPATAN] 

Jumlah Pencari 

kerja,  PMI Purna 

Yang Diberdayakan  

Orang 393 60 114.629.100,00 60 114.629.100,00 140 114.629.100,00 

      

2.07.04.1.06 Kegiatan Penerbitan 

Perpanjangan IMTA 

Yang Lokasi Kerja 

Lebih Dari I (Satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam I (Satu)Daerah 

Provinsi 

Jumlah 

perpanjangan 

IMTA yang 

diterbitkan 

Orang 58 65 7.078.630,00 75 32.000.000,00 95 57.000.000,00 

      

2.07.04.1.06.01  Sub Kegiatan 

Koordinasi Dan 

Sinkronisasi 

Perpanjangan IMTA 

Yang Lokasi Kerja 

Lebih Dari I (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

Dalam I (Satu) Daerah 

Provinsi [BID. 

PENEMPATAN] 

Jumlah 

perpanjangan 

IMTA yang 

diterbitkan 

Orang 58 65 7.078.630,00 75 32.000.000,00 95 57.000.000,00 

  

Mewujudkan 

hubungan 

industrial yang 

harmonis/ 

kondusif 

Persentase 

perusahaan yang 

harmonis/ 

kondusif 

      % 98.00 98,95  99,06  99,16  

      

2.07.05  Program Hubungan 

Industrial 

Persentase 

perusahaan yang 

melaksnakan 

Peraturan 

Perusahaan 

% 20 21 299.995.600,00 22 337.215.751,20 23 388.419.557,17 
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Tujuan 
Sasaran 

Strategis 
 Indikator  Kode 

Program, Kegiatan, 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja 

Program 

(Outcome) dan 

Kegiatan/SubKegi

atan (Output) 

Sat. 

Data 

Capaian 

pada 

tahun 

awal 

Perencan

aan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2021 2022 2023 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

      

2.07.05.1.02  Kegiatan Pencegahan 

Dan Penyelesaian 

Perselisihan 

Hubungan Industrial, 

Mogok Kerja, Dan 

Penutupan 

Perusahaan Yang 

Berakibat 

/Berdampak Pada 

Kepentingan Di 1 

(Satu) Daerah 

Provinsi 

Jumlah 

Perusahaan dan 

Pekerja Yang 

Dibina 

Perusahaan 70 80 217.999.200,00 90 242.999.200,00 100 282.999.200,00 

      

2.07.05.1.02.01 Sub Kegiatan 

Pencegahan 

Perselisihan Hubungan 

Industrial, Mogok Kerja 

Dan Penutupan 

Perusahaan Yang 

Berakibat/Berdampak 

Pada Kepentingan Di I 

(Satu) Daerah Provinsi  

[BID. HI] 

Jumlah perusahaan 

yang dibina 

perusahaan 70 80 134.210.500,00 90 144.210.500,00 100 169.210.500,00 

      

2.07.05.1.02.04  Sub Kegiatan 

Pelaksanaan 

Operasional Lembaga 

Kerjasama Tripartit 

Daerah Provinsi [BID. 

HI] 

Jumlah Lembaga 

Ketenagakerjaan 

Yang Diberdayakan 

Melalui Perjanjian 

KerjasamaTripartit 

Lembaga 11 11 83.788.700,00 11 98.788.700,00 11 113.788.700,00 

      

2.07.05.1.03 Kegiatan Penetapan 

Upah Minimum 

Provinsi (UMP), Upah 

Minimum Sektoral 

Provinsi (UMSP), 

Upah Minimum 

Kabupaten /Kota 

(UMK) Dan Upah 

Minimum Sektoral 

Kabupaten /Kota 

(UMSK) 

Jumlah UMP / 

UMK Yang 

Disahkan. 

Dokumen 11 11 81.996.400,00 11 94.216.551,20 11 105.420.357,17 

      

2.07.05.1.03.01  Sub Kegiatan Penetapan 

Upah Minimum 

Provinsi (UMP) Dan 

UMK [BID. HI] 

Jumlah jenis 

dokumen upah 

minimum yang 

ditetapkan 

Dokumen 11 11 81.996.400,00 11 94.216.551,20 11 105.420.357,17 

      

2.07.06 Program Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

persentase 

Perusahaan yang 

menerapkan 

Norma 

Ketenagakerjaan 

& K3 

% 20 21 1.013.941.600,00 22 1.139.740.310,58 23 1.312.801.745,31 

      

2.07.06.1.01  Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

Jumlah 

Perusahaan  

perusahaan yang 

menerapkan 

norma 

ketenagakerjaan 

dan K3 

Perusahaan 625 1005 1.013.941.600,00 1055 1.139.740.310,58 1.115 1.312.801.745,31 
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Tujuan 
Sasaran 

Strategis 
 Indikator  Kode 

Program, Kegiatan, 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja 

Program 

(Outcome) dan 

Kegiatan/SubKegi

atan (Output) 

Sat. 

Data 

Capaian 

pada 

tahun 

awal 

Perencan

aan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2021 2022 2023 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

      

2.07.06.1.01.01 Sub Kegiatan 

Pengawasan 

Pelaksanaan Norma 

Kerja Di Perusahaan 

[BID. WAS] 

Jumlah Perusahaan 

Yang Dibina 

Pelaksanaan Norma 

Ketenagakerjaan Di 

Tempat Kerjanya  

Perusahaan 50 60 78.858.000,00 75 88.641.832,44 90 102.101.462,29 

      

2.07.06.1.01.01 Sub Kegiatan 

Pengawasan 

Pelaksanaan Norma 

Kerja Di Perusahaan 

[BPKPS] 

Jumlah Perusahaan 

Yang diperiksa 

Pelaksanaan Norma 

Ketenagakerjaan Di 

Tempat Kerjanya 

Di Pulau Sumbawa 

Perusahaan 80 80 68.124.400,00 85 76.576.525,53 95 88.204.124,59 

      

2.07.06.1.01.01 Sub Kegiatan 

Pengawasan 

Pelaksanaan Norma 

Kerja Di Perusahaan 

[BPKPL] 

Jumlah Perusahaan 

Yang Diperiksa 

Pelaksanaan Norma 

Kerjanya Di Pulau 

Lombok 

Perusahaan 100 100 93.861.500,00 105 105.506.801,54 110 121.527.256,62 

      

2.07.06.1.01.02 Sub Kegiatan 

Penegakan Hukum 

Ketenagakerjaan Di 

Perusahaan [BID. 

WAS] 

Jumlah Perusahaan 

Yang Dibina 

Pelaksanaan Norma 

Ketenagakerjaan Di 

Tempat Kerjanya  

Perusahaan 50 55 93.492.700,00 65 105.092.244,89 75 121.049.752,50 

      

2.07.06.1.01.02 Sub Kegiatan 

Penegakan Hukum 

Ketenagakerjaan Di 

Perusahaan [BPKPS] 

Jumlah Perusahaan 

Yang diperiksa 

Pelaksanaan Norma 

Ketenagakerjaan Di 

Tempat Kerjanya 

Di Pulau Sumbawa 

Perusahaan 20 25 64.158.600,00 30 72.118.692,72 35 83.069.401,69 

      

2.07.06.1.01.03  Sub Kegiatan Pelayanan 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja Di 

Perusahaan [BID. 

WAS] 

Jumlah Perusahaan 

Yang Dibina 

Pelaksanaan Norma 

K3-nya 

Perusahaan 75 80 102.648.000,00 85 115.383.433,72 90 132.903.584,93 

      

2.07.06.1.01.03  Sub Kegiatan Pelayanan 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja Di 

Perusahaan [BPKPS] 

Jumlah Perusahaan 

dan tenaga kerja 

Yang diperiksa 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerjanya 

Di Pulau Sumbawa  

Perusahaan 100 105 67.717.000,00 110 76.118.579,82 120 87.676.643,10 

      

2.07.06.1.01.03 Sub Kegiatan Pelayanan 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja Di 

Perusahaan [BPKPL] 

Jumlah Perusahaan 

dan tenaga kerja 

Yang diperiksa 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerjanya 

Di Pulau Lombok  

Orang 150 500 445.081.400,00 500 500.302.199,92 500 576.269.519,59 

 

Meningkatnya 

Transmigran 

yang 

ditempatkan 

dan dibina 

Persentase 

transmigran 

yang 

ditempatkan 

dan dibina 

   % 97,57 97,57  97,57  100,00  

      

3.32.02 Program Perencanaan 

Kawasan 

Transmigrasi 

persentase 

transmigran yang 

ditempatkan 

% 100 100 72.502.900,00 100 103.979.641,41 100 103.979.641,41 
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Tujuan 
Sasaran 

Strategis 
 Indikator  Kode 

Program, Kegiatan, 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja 

Program 

(Outcome) dan 

Kegiatan/SubKegi

atan (Output) 

Sat. 

Data 

Capaian 

pada 

tahun 

awal 

Perencan

aan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2021 2022 2023 

Target Rp.  Target Rp.  Target Rp.  

      

3.32.02.1.01  Kegiatan 

Pencadangan Tanah 

Untuk Kawasan 

Transmigrasi 

Jumlah Dokumen 

NKSAD.  

Dokumen 1 1 72.502.900,00 1 103.979.641,41 1 103.979.641,41 

      

3.32.02.1.01.02 Sub Kegiatan Advokasi 

Dan Musyawarah 

Penetapan Kawasan 

[BID. TRANS] 

Jumlah Dokumen 

NKSAD.  

Dokumen 1 1 72.502.900,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 

    

  Penyediaan Tanah 

untuk Pembangunan 

Kawasan Transmigrasi 

Jumlah Dokumen 

penyiapan tanah 

untuk kawasan 

transmigrasi 

Dokumen 1 1 0,00 1 53.979.641,41 1 53.979.641,41 

      

  PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

KAWASAN 

TRANSMIGRASI 

persentase lahan 

usaha yang sudah 

dikelola 

% 100 100 20.000.000,00 100 60.000.000,00 100 94.134.760,08 

      

  Kegiatan Penataan 

Persebaran Penduduk 

yang Berasal 

dari Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 

(Satu) Daerah 

Provinsi 

Jumlah 

transmigran yang 

ditempatkan 

dalam 1 provinsi 

KK 20 20 20.000.000,00 20 60.000.000,00 20 94.134.760,08 

      

  Pemindahan dan 

Penempatan 

Transmigran yang 

Berasal dari Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota 

dalam Provinsi 

Jumlah transmigran 

yang ditempatkan 

dalam 1 provinsi 

KK 20 20 20.000.000,00 20 60.000.000,00 20 94.134.760,08 

      

3.32.04  Program 

Pengembangan 

Kawasan 

Transmigrasi 

persentase satuan 

permukiman yang 

mandiri 

% 75 75 107.487.660,00 75 60.823.545,45 75 60.823.545,45 

      

3.32.04.1.01 Kegiatan 

Pengembangan 

Satuan Permukiman 

Pada Tahap 

Pemantapan 

Jumlah peserta 

Bimtek 

orang 60 20 107.487.660,00 20 60.823.545,45 20 60.823.545,45 

      

3.32.04.1.01.02 Sub Kegiatan 

Penguatan SDM dalam 

rangka Pemantapan 

satuan pemukiman. 

[BID. TRANS] 

Jumlah peserta 

Bimtek 

Orang 60 20 107.487.660,00 20 60.823.545,45 20 60.823.545,45 

      
      

   
23.435.414.173,00 

 
26.343.022.348,01 

 
30.343.022.348,01 
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BAB V 

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 

 

 

 

5.1. Capaian Kinerja RPJMD 

Dinas tenaga kerja dan transimigrasi menjadi OPD strategis di lingkup birokrasi pemerintah dan 

menjadi salah satu leading sektor menjadi tolak punggung bagaimana mengatasi pengangguran, 

peningkatan skill Sumber Daya Manusia (SDM) temasuk bagaimana menyambungkan para pencari 

kerja dengan dunia industri. 

Sesuai dengan RPJMD, Disnakertrans Prov. NTB membantu gubernur pada misi kelima yaitu 

NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan 

pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. 

Capaian RPJMD pada tahun 2021 yaitu dengan sasaran menurunnya pengangguran terbuka 

sudah melebihi target yang ditetapkan. Target TPT pada tahun 2021 sebesar 3,30 persen dengan 

realisasi 3,01 persen. 

BPS Prov NTB merilis, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 2,74 juta orang, 

mengalami peningkatan sebanyak 50,50 ribu orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan 

jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,13 persen poin. 

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 2,66 juta orang penduduk yang bekerja 

dan 82,50 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2020, terjadi peningkatan jumlah 

angkatan kerja sebanyak 50,50 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 81,44 

ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 30,94 ribu orang.  

Sejalan dengan perubahan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

juga mengalami fluktuasi. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya 

penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif 

secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2021 sebesar 70,57 persen, naik 0,13 

persen poin dibanding Agustus 2020. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur 

tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya 

pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar 3,01 persen. Hal ini berarti dari 100 

orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur. Pada Agustus 2021, TPT mengalami 

penurunan sebesar 1,21 persen poin dibandingkan Agustus 2020 
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Tabel 5.1. Capaian Kinerja RPJMD tahun 2019-2023 

 
Misi Tujuan Indikator 

Tujuan 

Sasaran Indikator 

Sasaran 

Satu

an 

Target capaian Kondisi 

Akhir 

(2023) 
2019 2020 2021 2022 2023 

Tar

get 

Reali

sasi 

Tar

get 

Reali

sasi 

Targ

et 

Realis

asi 

Misi 5 NTB 

SEJAHTER

A DAN 

MANDIRI 

melalui 

penanggulan

gan 

kemiskinan, 

mengurangi 

kesenjangan, 

dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

inklusif 

bertumpu 

pada 

pertanian, 

pariwisata 

dan 

industrialisas

i 

Terwuju

dnya 

perindust

rian 

yang 

unggul 

Pertumbu

han 

Industri 

Menuru

nnya 

pengan

gguran 

terbuka 

Tingkat 

Pengangg

uran 

Terbuka 

% 3,39 3,42 3,35 4,22 3,30 3,01 3,19 3,17 3,17 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 
 

5.2. Capaian Kinerja Renstra 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB memiliki tugas dan fungsi mendukung misi 

kepala daerah nomor 5 yaitu NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan 

kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada 

pertanian, pariwisata dan industrialisasi.  

Pada misi 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB tahun 2019-2023, tujuan 

utamanya adalah terwujudnya perindustrian yang unggul dengan indikator kinerja pertumbuhan 

industri di Provinsi NTB. Sedangkan tujuan renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

NTB adalah merupakan salah satu sasaran dari misi yang kelima yaitu menurunya pengangguran 

terbuka dengan indikator kinerja adalah tingkat pengangguran terbuka. Diakhir periode lima tahunan 

diharapkan tingkat pengangguran ini dapat ditekan menjadi 3,17 persen, dengan program prioritas 

sebagai berikut : 

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 
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2. Program Penempatan Tenaga Kerja 

3. Program Hubungan Industrial 

4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 

5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 

6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 

7. Program Pengembangan kawasan Transmigrasi  

Dalam rangka mencapai tujuan Renstra, terdapat 3 (tiga) sasaran tahun 2019-2023 yaitu 

meningkatnya kesempatan kerja masyarakat, mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ 

kondusif dan meningkatnya transmigran yang ditempatkan dan dibina.  

Sasaran pertama, meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dapat dicapai dengan 

meningkatnya kompetensi tenaga kerja, meningkatnya penempatan tenaga kerja dan meningkatnya 

perluasan penciptaan kesempatan kerja.  

Persentase penyerapan angkatan kerja menjadi indikator dalam mengukur capaian sasaran 

pertama. Pada tahun 2021 target penyerapan angkatan kerja sebesar 96,70 persen dengan realisasi 

sebesar 96,99 persen, capaian ini sejalan dengan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 

NTB. Hal ini menggambarkan meningkatnya penempatan tenaga kerja baik pada sektor formal 

maupun informal serta kompetensi tenaga kerja yang dilatih sudah sesuai dengan kebutuhan dunia 

usaha dunia industri. 

Sasaran kedua,  mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif. Hal tersebut dapat 

tercapai melalui meningkatnya perusahaan yang menjalankan peraturan perusahaan sehingga konflik 

atau kasus hubungan industrial  dapat ditekan untuk menjaga kenyamanan berusaha. Kemudian 

meningktanya perusahaan yang melaksanakan norma kerja dan K3 sehingga kepastian hak-hak pekerja 

dalam pemenuhan standar hidup dan terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja. 

Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif dapat diukur dengan 

indikator persentase perusahaan yang harmonis/ kondusif. Pada tahun 2021 persentase perusahaan 

yang harmonis/ kondusif ditargetkan sebesar 98,77 persen dengan realisasi sebesar 98,97 persen, 

capaian ini sudah melebihi target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2021, kasus perselisihan 

hubungan industrial yang sudah diselesaikan yaitu sebanyak 49 kasus dengan melibatkan 49 

perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 207 orang. Dari data tersebut, porsentase perusahaan yang 

berselisih hanya 1,03 persen dari total perusahaan di NTB sebanyak 4.779 perusahaan.   

Sasaran ketiga, meningkatnya transmigran yang ditempatkan dan dibina dengan indikator  

persentase transmigran yang ditempatkan dan dibina. Dengan adanya program Perencanaan, 

pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Ketiga program tersebut diharapkan mampu 

memberikan peluang kerja bagi masyarakat pada sektor informal dengan mayoritas lapangan usaha 
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dibidang pertanian. Jumlah transmigran di Provinsi NTB sebanyak 10.700 orang dan transmigran yang 

sduah ditempatkan dan dibina sebanyak  10.440 orang. Kemudian Provinsi NTB memiliki 16 satuan 

permukiman transmigrasi dan 1 satuan permukiman masih dalam proses pembinaan ditargetkan pada 

akhir RPJMD sudah 100 persen. Pada tahun 2021, realisasi transmigran yang ditempatkan dan dibina 

sebesar 97,57 persen dari total transmigran di NTB. 

 

Tabel 5.2 Capaian Kinerja Renstra OPD tahun 2019-2023 

 
No Tujuan Sasaran Indikator 

Tujuan/Sa

saran 

Sat. Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- 

2019 2020 2021 2022 2023 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 Tercapainya 

Penurunan 

Tingkat 

Penganggura

n Terbuka 

  Tingkat 

Penganggur

an Terbuka 

(TPT) 

% 3,39 3,42 3,35 4,22 3,30 3,01 3,19 3,17 

    Meningkatn

ya 

Kesempata

n Kerja 

Masyarakat 

Persentase 

penyerapan 

angkatan 

kerja 

% 96,61 96,58 96,65 95,78 96,70 96,99 96,81 96,83 

    Mewujudka

n hubungan 

industrial 

yang 

harmonis/ 

kondusif 

Persentase 

perusahaan 

yang 

harmonis/ 

kondusif 

% 98,74 98,76 98,85 98,74 98,95 98,97 99,06 99,16 

  Meningkatn

ya 

Transmigra

n yang 

ditempatka

n dan 

dibina 

Persentase 

transmigran 

yang 

ditempatka

n dan 

dibina 

% 97,57 97,57 97,57 97,57 97,57 97,57 97,57 100 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 
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5.3. Capaian Kinerja Renja OPD 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Adapun syarat yang harus diperhatikan 

dalam menetapkan Indikator kinerja antara lain adalah: (1) Indikator kinerja harus spesifik, jelas, dan 

tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi; (2) Indikator kinerja harus dapat diukur secara objektif 

baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif; (3) Indikator kinerja harus menangani aspek objektif 

yang relevan; (4) Indikator kinerja harus dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan 

keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak; (5) Harus cukup fleksibel dan 

sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan; dan (6) Efektif, 

data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan 

dianalisis dengan biaya yang tersedia. Indikator yang komprehensif tidak hanya memperhatikan aspek 

output saja, namun juga memperhatikan faktor-faktor sebelum output didapatkan dan aspek setelah 

output itu dicapai. Pada sektor publik seperti pemerintah menghadapi masalah berupa sulitnya 

mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat, karena sektor publik memiliki 

karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan 

tujuan utama. Output pada sektor pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit 

diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Disnakertrans Provinsi NTB yang mengacu 

pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja 

yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun yang akan datang. 

Pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan didukung pula oleh kinerja organisasi 

yang merupakan indikator dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja. Sasaran, 

program dan indikator kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada uraian berikut : 

Tabel 5.3 

Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021 

 
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET (%) REALISASI (%) 

  Tercapainnya Penurunan 

Tingkat Penggangguran 

Terbuka  

 
Tingkat 

Pegangguran 

Terbuka (TPT) 

3,30 3,01 

1 

Meningkatkan 

Kesempatan Kerja 

masyarakat 

 
Persentase 

Penyerapan 

Angkatan Kerja 

96,70 96,99 

1.1 

Meningkatnya Rencana 

Tenaga Kerja Yang 

Tersusun 

Program 

Perencanaan 

Tenaga Kerja 

Persentase  kab/ 

kota yang 

menyusun 

rencana tenaga 

kerja 

63 63 
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NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET (%) REALISASI (%) 

    

Penyusunan 

Rencana Tenaga 

Kerja (RTK) 

Persentase  kab/ 

kota yang 

menyusun 

rencana tenaga 

kerja 

63 63 

    

Penyusunan 

Rencana Tenaga 

Kerja Makro 

Persentase  kab/ 

kota yang 

menyusun 

rencana tenaga 

kerja 

63 63 

1.2 
Meningkatnya 

Kompetensi Tenaga Kerja  

Program Pelatihan 

Kerja dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Porsentase 

pencari kerja yang 

bersertifikat 

kompetensi 

20 16,77 

  

Meningkatnya peserta 

pelatihan kerja berbasis 

kompetensi Pelaksanaan 

Latihan Kerja 

Berdasarkan 

Klaster 

Kompetensi 

persentase pencari 

kerja/ calon 

tenaga kerja yang 

mendapatkan 

pelatihan berbasis 

kompetensi (BLK 

dan Induk) 

20 16,77 

  

Meningkatnya Kerjasama 

MoU kebutuhan pelatihan 

dunia usaha, dunia 

industry 

Persentase 

kejuruan 

pelatihan sesuai 

dengan kebutuhan 

dunia usaha, 

dunia industri 

100 100 

  

Meningkatnya peserta 

pelatihan kerja berbasis 

kompetensi 

Proses Pelaksanaan 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Keterampilan Bagi 

Pencari Kerja 

Berdasarkan 

Klaster 

Kompetensi 

persentase pencari 

kerja/ calon 

tenaga kerja yang 

mendapatkan 

pelatihan berbasis 

kompetensi (BLK 

dan Induk) 

20 16,77 

  

Meningkatnya lembaga 

pelatihan yang 

terakreditasi Pelaksanaan 

Akreditasi 

Lembaga Pelatihan 

Kerja 

persentase 

lembaga pelatihan 

yang terakreditasi 

60 44,51 

  
meningkatnya kompetensi 

instruktur 

Persentase 

instruktur yang di 

upgrading 

15 12,24 

  

Meningkatnya lembaga 

pelatihan yang 

terakreditasi 

Survei dan 

Penilaian 

Akreditasi Kepada 

Lembaga Pelatihan 

Kerja 

persentase 

lembaga pelatihan 

yang terakreditasi 

60 44,51 

  
Meningkatnya Kerjasama 

MoU kebutuhan pelatihan 

Pengukuran 

Produktivitas 

Persentase 

kejuruan 

pelatihan sesuai 

100 100 
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NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET (%) REALISASI (%) 

dunia usaha, dunia 

industry 

Tingkat Daerah 

Provinsi 

dengan kebutuhan 

dunia usaha, 

dunia industri 

(BLK) 

  

Meningkatnya Kerjasama 

MoU kebutuhan pelatihan 

dunia usaha, dunia 

industry 

Pengukuran 

Kompetensi dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Persentase 

kejuruan 

pelatihan sesuai 

dengan kebutuhan 

dunia usaha, 

dunia industri 

(BLK) 

100 100 

1.3 
Meningkatnya 

Penempatan tenaga kerja Program 

Penempatan 

Tenaga Kerja 

Persentase  

Pencari Kerja 

Terdaftar Yang 

Ditempatkan. 

91,74 46,15 

1.4 

Meningkatnya perluasan 

penciptaan kesempatan 

kerja 

Persentase 

wirausaha baru 

yang mandiri 

15 14,66 

  

Meningkatnya penyerapan 

tenaga kerja terdaftar 

melalui AKL/AKAD/ 

AKAN 

Pelayanan Antar 

Kerja Lintas 

Daerah Kabupaten 

/Kota 

persentase pencari 

kerja 

AKL/AKAD/AK

AN yang 

ditempatkan 

80 46,15 

  

Meningkatnya penyerapan 

tenaga kerja terdaftar 

melalui AKL/AKAD/ 

AKAN 

Pembinaan 

Operasionalisasi 

Pelayanan 

Penempatan 

Tenaga Kerja 

AKAD (Antar 

Kerja Antar 

Daerah Dan AKL 

Antar Kerja Lokal) 

persentase pencari 

kerja 

AKL/AKAD/AK

AN yang 

ditempatkan 

80 46,15 

  

Meningkatnya Informasi 

Pasar Kerja yang 

terpublikasi 
Pengelolaan 

Informasi Pasar 

Kerja 

Persentase 

informasi pasar 

kerja yang 

terinformasikan 

100 100 

  
Meningkatnya Pencari 

Kerja yang terdaftar 

Persentase 

pencari kerja yang 

terdaftar 

70 59,88 

  

Meningkatnya Informasi 

Pasar Kerja yang 

terpublikasi 

Job Fair / Bursa 

Kerja 

Persentase 

informasi pasar 

kerja yang 

terinformasikan 

100 100 

  

Meningkatnya penyerapan 

tenaga kerja terdaftar 

melalui AKL/AKAD/ 

AKAN 

Perlindungan PMI 

(Pra Dan Purna 

Penempatan) Di 

Daerah Provinsi 

persentase pencari 

kerja 

AKL/AKAD/AK

AN yang 

ditempatkan 

80 46,15 
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NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET (%) REALISASI (%) 

  

Meningkatnya penyerapan 

tenaga kerja sektor 

informal 

persentase pencari 

kerja informal 

yang ditempatkan 

15 14,66 

  

Meningkatnya penyerapan 

tenaga kerja terdaftar 

melalui AKL/AKAD/ 

AKAN 

Peningkatan 

Perlindungan dan 

Kompetensi Calon 

Pekerja Migran 

Indonesia (PMI)/ 

Pekerja Migran 

Indonesia 

persentase pencari 

kerja 

AKL/AKAD/AK

AN yang 

ditempatkan 

80 46,15 

  

Meningkatnya penyerapan 

tenaga kerja terdaftar 

melalui AKL/AKAD/ 

AKAN 

Penyediaan 

Layanan Terpadu 

Pada Calon Pekerja 

Migran 

persentase pencari 

kerja 

AKL/AKAD/AK

AN yang 

ditempatkan 

80 46,15 

  

Meningkatnya penyerapan 

tenaga kerja sektor 

informal 

Pemberdayaan 

Pekerja Migran 

Indonesia Purna 

Penempatan 

persentase pencari 

kerja informal 

yang ditempatkan 

15 14,66 

  

Meningkatnya penyerapan 

tenaga kerja terdaftar 

melalui AKL/AKAD/ 

AKAN 

Penerbitan 

Perpanjangan 

IMTA Yang 

Lokasi Kerja Lebih 

Dari I (Satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam I (Satu) 

Daerah Provinsi 

persentase pencari 

kerja 

AKL/AKAD/AK

AN yang 

ditempatkan 

80 46,15 

  

Meningkatnya penyerapan 

tenaga kerja terdaftar 

melalui AKL/AKAD/ 

AKAN 

Koordinasi Dan 

Sinkronisasi 

Perpanjangan 

IMTA Yang 

Lokasi Kerja Lebih 

Dari I (Satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam I (Satu) 

Daerah Provinsi 

persentase pencari 

kerja 

AKL/AKAD/AK

AN yang 

ditempatkan 

80 46,15 

2 

Mewujudkan hubungan 

industrial yang harmonis/ 

kondusif 

 

Persentase 

perusahaan yang 

harmonis/ 

kondusif 

98,95 98,97 

2.1 

meningkatnya perusahaan 

yang melaksanakan 

Peraturan Perusahaan 

Program 

Hubungan 

Industrial 

Persentase 

perusahaan yang 

melaksnakan 

Peraturan 

Perusahaan 

21 15,53 

  
menurunnya tingkat 

perselisihan hubungan 

Pencegahan Dan 

Penyelesaian 

Perselisihan 

Persentase 

penurunan kasus 

perselisihan 

15,69 18,33 
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NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET (%) REALISASI (%) 

industrial, mogok kerja di 

perusahaan 

Hubungan 

Industrial, Mogok 

Kerja, Dan 

Penutupan 

Perusahaan Yang 

Berakibat 

/Berdampak Pada 

Kepentingan Di 1 

(Satu) Daerah 

Provinsi 

hubungan 

industrial 

  

meningkatnya jumlah 

kasus yang dapat 

diselesaikan 

Persentase kasus 

yang diselesaikan 
100 100 

  

menurunnya tingkat 

perselisihan hubungan 

industrial, mogok kerja di 

perusahaan 

Pencegahan 

Perselisihan 

Hubungan 

Industrial, Mogok 

Kerja Dan 

Penutupan 

Perusahaan Yang 

Berakibat/Berdamp

ak Pada 

Kepentingan Di I 

(Satu) Daerah 

Provinsi 

Persentase 

penurunan kasus 

perselisihan 

hubungan 

industrial 

15,69 18,33 

  

meningkatnya jumlah 

kasus yang dapat 

diselesaikan 

Persentase kasus 

yang diselesaikan 
100 100 

  
Meningkatnya lembaga 

Bipartit di perusahaan 

Pelaksanaan 

Operasional 

Lembaga 

Kerjasama 

Tripartit Daerah 

Provinsi 

persentase 

Lembaga Bipartit 

di perusahaan 

15 6,52 

  

meningkatnya jumlah 

kasus yang dapat 

diselesaikan 
Penetapan Upah 

Minimum Provinsi 

(UMP), Upah 

Minimum Sektoral 

Provinsi (UMSP), 

Upah Minimum 

Kabupaten /Kota 

(UMK) Dan Upah 

Minimum Sektoral 

Kabupaten /Kota 

(UMSK) 

Persentase 

perusahaan yang 

menerapkan 

UMP/UMK 

15 11,13 

  

Meningkatnya perlidungan 

jaminan sosial tenaga 

kerja sektor formal 

Persentase tenaga 

kerja formal yang 

mendapat jaminan 

sosial 

ketenagakerjaan 

60 39,06 

  

Meningkatnya perlidungan 

jaminan sosial tenaga 

kerja sektor non formal 

Persentase tenaga 

kerja non formal 

yang mendapat 

jaminan sosial 

ketenagakerjaan 

10 1,94 

  

meningkatnya jumlah 

perusahaan yang 

menerapkan UMP/ UMK Penetapan Upah 

Minimum Provinsi 

(UMP) Dan UMK 

Persentase 

perusahaan yang 

menerapkan 

UMP/UMK 

15 11,13 

  

Meningkatnya perlidungan 

jaminan sosial tenaga 

kerja sektor formal 

Persentase tenaga 

kerja formal yang 

mendapat jaminan 

60 39,06 
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NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET (%) REALISASI (%) 

sosial 

ketenagakerjaan 

  

Meningkatnya perlidungan 

jaminan sosial tenaga 

kerja sektor non formal 

Persentase tenaga 

kerja non formal 

yang mendapat 

jaminan sosial 

ketenagakerjaan 

10 1,94 

2.2 

Meningkatnya Pelayanan 

& Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

Program 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

porsentase 

perusahaan yg 

menerapkan 

Norma 

Ketenagakerjaan 

& K3 

21,00 21,49 

  

Meningkatnya Pelayanan 

& Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

porsentase 

perusahaan yg 

menerapkan 

Norma 

Ketenagakerjaan 

& K3 

21 21,49 

  

Meningkatnya 

pengawasan pelaksanaan 

norma kerja di perusahaan 

Pengawasan 

Pelaksanaan 

Norma Kerja Di 

Perusahaan 

Persentase 

perusahaan yang 

melaksananakan 

norma 

ketenagakerjaan 

di tempat kerja 

(Induk, UPTD 

BPKPL, dan 

UPTD BPKPS) 

25 21,49 

  

Terwujudnya Penegakan 

Hukum Ketenagakerjaan 

di Perusahaan  

Penegakan Hukum 

Ketenagakerjaan 

Di Perusahaan 

Persentase jumlah 

perusahaan yang 

mematuhi 

peraturan 

ketenagakerjaan 

(induk UPTD 

BPKPS ) 

80 77,07 

  

Meningkatnya Pelayanan 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di 

Perusahaan  

Pelayanan 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja 

Di Perusahaan 

Persentase 

Perusahaan yang 

melaksanakan 

Norma 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

(K3) (UPTD 

BPKPL dan 

UPTD BPKPS) 

25 21,49 
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NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET (%) REALISASI (%) 

  

meningkatnya pelayanan 

pengujian peralatan 

keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) di 

perusahaan 

Persentase 

perusahaan yang 

sudah melakukan 

pengujian 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 

(K3) ( UPTD 

BPKPL) 

75 78,01 

3 

Meningkatnya transmigran 

yang ditempatkan dan 

dibina 

 

Persentase 

transmigran yang 

sudah 

ditempatkan dan 

dibina 

95,57 95,57 

 3.1 
Tercapainya penempatan 

transmigrasi sesuai MoU 

Program 

Perencanaan 

Kawasan 

Transmigrasi 

persentase 

transmigran yang 

ditempatkan 

100 0 

  
Terwujudnya pengelolaan 

lahan yang optimal 

Pencadangan 

Tanah Untuk 

Kawasan 

Transmigrasi 

persentase lahan 

usaha yang sudah 

dikelola 

100 100 

  

meningkatnya calon 

transmigran yang 

memenuhi syarat 

Advokasi Dan 

Musyawarah 

Penetapan 

Kawasan 

persentase calon 

transmigran yang 

lulus seleksi 

100 100 

 3.2 

Meningkatnya satuan 

permukiman yang menjadi 

desa mandiri 

Program 

Pengembangan 

Kawasan 

Transmigrasi 

meningkatnya 

satuan 

permukiman yang 

menjadi desa 

mandiri 

93,75 97,83 

  

Meningkatnya satuan 

permukiman transmigraasi 

clear and clean 

Pengembangan 

Satuan 

Permukiman Pada 

Tahap Pemantapan 

persentase satuan 

permukiman 

sesuai syarat 

kelayakan 

100 100 

  
Meningkatnya layanan 

pembinaan transmigran 

Penguatan 

Infrastruktur 

Sosial, Ekonomi 

Dan Kelembagaan 

Dalam Rangka 

Pemantapan 

Satuan 

Permukiman. 

Persentase 

transmigran yang 

memperoleh 

layanan 

pembinaan 

93,75 97,57 

  

meningkatnya calon 

transmigran yang 

memenuhi syarat 

persentase calon 

transmigran yang 

lulus seleksi 

100 100 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 
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Dalam menjalankan tugas dan fungsi disnakertrans NTB memiliki tiga (3) sasaran yaitu, 

pertama Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat dengan indikator Persentase Penyerapan 

Angkatan Kerja. Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, dapat mengurangi angka pengangguran. 

Hal ini dapat dicapai apabila tenaga kerja memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Sehingga 

penempatan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal dapat ditingkatkan. Penempatan 

tenaga kerja juga dapat dilakukan melalui program pembangunan dan pengembangan kawasan 

transmigrasi. Kedua program tersebut diharapkan mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat 

pada sektor informal. 

Dalam mendukung pencapaian sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kesempatan Kerja 

Masyarakat, Disnakertrans Prov. NTB memiliki 2 program yaitu Program Pelatihan Kerja dan 

Produktivitas Tenaga Kerja dan program Program Penempatan Tenaga Kerja. Dengan uraian sbb : 

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran strategis Meningkatnya 

Kompetensi Tenaga Kerja serta indikator Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi. 

Sesuai dengan perjanijian kinerja Disnakertrans Prov. NTB tahun 2021, target kinerja dari program ini 

sebesar 20 persen dengan realisasi 16,77 persen.  

Sebanyak 13.705 tenaga kerja yang sudah dilatih dari total pencari kerja terdaftar sebanyak 

81.689 orang baik itu oleh BLK/LLK, LPKS, Pemagangan dalam negeri di perusahaan serta 

pemagangan luar negeri (magang jepang).  

Tabel 5.4  tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi tahun 2021 

 

NO 
KABUPATEN / 

KOTA 

PENCARI KERJA SERTIFIKASI KOMPETENSI 

L P JUMLAH L P JUMLAH 

1 Kota Mataram 725 469 1.194 1.305 1.254 2.559 

2 Lombok Barat 7.996 2.463 10.459 564 379 943 

3 Lombok Utara 11.714 3.224 14.938 154 186 340 

4 Lombok Tengah 20.915 3.994 24.909 1.300 697 1.997 

5 Lombok Timur 7.412 3.680 11.092 2.520 2.419 4.939 

6 Sumbawa Barat 535 729 1.264 176 125 301 

7 Sumbawa  598 577 1.175 350 150 500 

8 Dompu 2.189 4.176 6.365 750 452 1.202 

9 Kota Bima 1.685 4.114 5.799 250 158 408 

10 Bima 2.787 1.707 4.494 306 210 516 

  JUMLAH 56.556 25.133 81.689 7.675 6.030 13.705 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 
 

Dalam mencapai target Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja didukung oleh pencari 

kerja/ calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, keseusian antara 
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kejuraun yang dilatih dengan kebutuhan DUDI, lembaga pelatihan yang terakreditasi dan upgrading 

instruktur. 

Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja/ calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 

berbasis kompetensi di BLK/LLK sebanyak 2.528 orang  

Tabel 5.5  pelatihan berbasis kompetensi tahun 2019-2021 

No. BLK / LLK 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Total 

Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

  

PBK UPTP dan 

UPTD 7.840 7.840 2.400 2.400 2.528 2.528 12.768 

1 

BLK Lombok 

Timur 1.856 1.856 720 720 592 592 3.168 

2 

BLK Provinsi 

NTB 1.408 1.408 592 592 480 480 2.480 

3 LLK Selong 1.840 1.840 320 320 400 400 2.560 

4 

BLK Kabupaten 

Lombok Tengah 736 736 160 160 240 240 1.136 

5 

LLK 

Disnakertrans 

Kab.Sumbawa 624 624 192 192 240 240 1.056 

6 

BLK 

Disosnakertrans 

Kab.Sumbawa 

Barat 288 288 144 144 240 240 672 

7 

BLK Kabupaten 

Lombok Utara 240 240 96 96 96 96 432 

8 LLK Bima 848 848 176 176 240 240 1.264 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 

 

Dari 2.528 orang yang dilatih di tahun 2021, hanya 27,73 persen (701 orang) yang ditempatkan 

di DUDI, tidak terserapnya semua lulusan pelatihan disebabkan terbatasnya kesempatan kerja di sector 

formal. 
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Grafik 5.1  penempatan hasil lulusan pelatihan tahun 2021 (orang) 

 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 

 

Kemudian jumlah pencari kerja/ calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 

kompetensi juga dilatih oleh Lembaga Pelatihan kerja Swasta (LPKS) sebanyak 10.807 orang 

 

Tabel 5.6  pelatihan berbasis kompetensi tahun 2021 (LPKS) 

NO 
KABUPATEN / 

KOTA 

JUMLAH 

LPKS 

JUMLAH 

INSTRUKTUR 

HASIL 

PELATIHA

N 

SUDAH 

AKREDITA

SI 

BELUM 

AKREDITA

SI 

SUDAH 

VIN 

1 Provinsi NTB - - - - - 1 

2 Kota Mataram 42 289 2.326 23 19 10 

3 Lombok Barat 37 119 1.366 18 19 6 

4 Lombok Utara 20 27 200 2 18 - 

5 Lombok Tengah 65 242 1.980 45 20 21 

6 Lombok Timur 77 179 1.221 31 46 15 

7 Sumbawa Barat 9 38 318 4 5 2 

8 Sumbawa  33 72 499 5 28 2 

9 Dompu 12 52 1.838 5 7 - 

10 Kota Bima 12 44 499 6 6 2 

11 Bima 12 33 560 3 9 - 

  JUMLAH 319 1.095 10.807 142 177 59 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 
 

Sampai dengan tahun 2021, di provinsi NTB sebanyak 319 LPKS dan yang sudah terakreditasi 

sebanyak 142 lembaga. 

 Program Program Penempatan Tenaga Kerja dengan dua (2) sasaran strategis yaitu 1) 

meningkatnya penempatan tenaga kerja dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang 
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ditempatkan, dan 2) meningkatnya perluasan penciptaan kesempatan kerja dengan indikator porsentase 

wirausaha baru yang mandiri. Sesuai dengan perjanijian kinerja Disnakertrans Prov. NTB tahun 2021, 

target kinerja pada sasaran strategis (1) yaitu 91,74 persen dengan realisasi 46,15 persen.  Sementara  

target kinerja pada sasaran strategis (2) yaitu 15 persen dengan realiasi 14,66 persen. 

Dalam rangka meningkatkan penempatan tenaga kerja harus didukung dengan peningkatan 

kesempatan kerja sehingga dapat menampung angkatan kerja yang semakin bertambah. 

Pada tahun 2021, capaian persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 46,15 persen. 

Rendahnya capaian ini disebabkan terbatasnya kesempatan kerja di sector formal. Sebanyak 37.701 

orang tenaga kerja yang sudah ditempatkan pada tahun 2021, seperti pada tabel berikut : 

Tabel 5.7  penempatan tenaga kerja tahun 2021 

NO 

KAB/KOTA 

DAERAH 

ASAL 

PENCARI 

KERJA 

PENCARI KERJA 
PENCARI KERJA YANG 

DITEMPATKAN 

PENCARI KERJA YANG 

BELUM DITEMPATKAN / 

MASIH MENGANGGUR 

L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH 

1 Kota Mataram 725 469 1.194 600 400 1.000 125 69 194 

2 Lombok Barat 7.996 2.463 10.459 2.580 2.005 4.585 5.416 458 5.874 

3 
Lombok 

Tengah 
11.714 3.224 14.938 3.750 2.700 6.450 7.964 524 8.488 

4 
Lombok 

Timur 
20.915 3.994 24.909 6.386 3.850 10.236 14.529 144 14.673 

5 Sumbawa 7.412 3.680 11.092 3.176 550 3.726 4.236 3.130 7.366 

6 KSB 535 729 1.264 300 455 755 235 274 509 

7 Dompu 598 577 1.175 549 550 1.099 49 27 76 

8 
Kabupaten 

Bima 
2.189 4.176 6.365 2.050 1.750 3.800 139 2.426 2.565 

9 Kota Bima 1.685 4.114 5.799 1.500 2.000 3.500 185 2.114 2.299 

10 KLU 2.787 1.707 4.494 1.750 800 2.550 1.037 907 1.944 

  JUMLAH 56.556 25.133 81.689 22.641 15.060 37.701 33.915 10.073 43.988 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 
 

Penempatan PMI di luar negeri memberikan dampak ekonomi yaitu adanya penerimaan 

remittance oleh pemerintah Provinsi NTB yang dikirim melalui Bank Indonesia maupun Kantor Pos. 

Perkembangan penerimaan remittance yang diterima pemerintah Provinsi NTB tahun 2018-2021 

adalah sebagaimana tabel berikut. 
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Tabel 5.8 Rekapitulasi Data Remittance PMI Provinsi NTB Tahun 2018-2021 

 
SUMBER 

DATA 

NEGARA 

TUJUAN 

TAHUN 

2017 2018 2019 2020 2021 

BANK 

INDONESIA  

SAUDI 

ARABIA  

162.564.489.112,44 184.969.186.516,59 124.167.424.285,09 162.808.726.668,89 103.659.862.699,12 

UNI 

EMIRAT 

ARAB  

15.147.508.917,72 14.805.711.657,17 21.104.482.040,33 40.663.498.125,94 42.984.863.060,83 

KUWAIT  3.668.137.314,00 3.716.042.542 55.790.375,00 133.412.619,00 34.111.782,00 

QATAR  3.876.703.245,53 2.939.069.983,01 1.657.694.756,00 1.013.758.732,00 1.557.439.624,00 

JORDAN  - - - - - 

KOREA  143.556.838,43 487.346.325,54 240.223.316,00 1.645.846.917,00 171.827.119,00 

MALAYSIA  15.718.422.386,38 11.083.680.795,15 5.334.555.024,56 5.108.644.133,06 2.699.099.611,07 

BRUNEI  23.326.290,00 - - - 108.907.524,50 

FILIPINA  6.451.070,00 20.570.680,00 3.246.720,00 - 16.115.551,00 

HONGKONG  747.358.751,75 686.556.546,61 408.474.047,00 11.012.259.545,00 1.515.759.254,85 

JEPANG / 

TOKYO  

3.814.397.565,25 5.113.238.030,29 10.547.303.650,47 7.477.700.631,11 3.018.055.571,45 

SINGAPURA  856.817.845,77 1.489.231.574,98 1.300.535.087,67 1.409.556.583,16 768.628.411,03 

NEGARA 

LAIN  

132.986.012.240,94 121.765.071.537,34 97.348.777.348,87 105.484.188.461,09 93.291.306.715,40 

JUMLAH DATA 

REMITANSI DARI  BI  

339.553.181.578,21 347.075.706.188,68 262.168.506.650,99 336.757.592.396,25 249.825.976.924,25 

BPS  Data transasksi 

remitansi bayar   TKI 

melalui (Western 

Union, Kantor Pos & 

Pegadaian)  

1.216.589.361.955,00 967.094.108.462.00 956.205.800.760,00 - - 

JUMLAH 1.556.142.543.533,21 1.314.169.814.650,68 1.218.374.307.410,99 336.757.592.396,25 249.825.976.924,25 

  Sumber : BI, Tahun 2018-2021 

 

Dalam upaya menekan penempatan PMI secara illegal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi NTB telah melakukan pendataan dan pembinaan rutin kepada Pelaksana Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di NTB. Perkembangan jumlah PPTKIS di Provinsi NTB 

tahun 2019-2021 menurut kabupaten/kota adalah sebagaimana tabel dibawah ini. 
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Tabel 5.9 Perkembangan Jumlah PPTKIS di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota 

 Tahun 2018-2021 

 

NO KAB/KOTA 
PUSAT CABANG 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

1. Kota Mataram 9 9 7 1 22 32 32 14 

2. Lombok Barat 2 2 2 1 4 6 4 2 

3. Lombok Utara 0 0 0 0 1 1 1 0 

4. Lombok Tengah 1 1 1 0 13 14 11 9 

5. Lombok Timur 0 1 1 0 10 11 12 9 

6. Sumbawa 0 0 0 0 29 26 19 3 

7. Sumbawa Barat 0 0 0 0 0 0 2 0 

8. Dompu 0 0 0 0 1 2 1 0 

9. Bima 0 0 0 0 5 1 2 5 

10. Kota Bima 0 0 0 0 1 8 5 1 

JUMLAH 13 12 11 2 121 86 89 45 
  Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2018- 2021 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah menangani sebanyak 1.008 orang 

PMI bermasalah pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan jumlah PMI bermasalah yang ditangani 

tahun 2020 sebanyak 1.278 orang mengalami penurunan. 

 

Tabel 5.10 Perkembangan Penanganan PMI Bermasalah di Provinsi NTB 2021  

Menurut Kabupaten/Kota 

 

NO. KABUPATEN/KOTA KASUS SELESAI BELUM JUMLAH 

1.  BIMA 48 40 8 48 

2.  BIMA (KOTA) 10 10 - 10 

3.  DOMPU 28 22 6 28 

4.  LOMBOK BARAT 107 93 14 107 

5.  LOMBOK TENGAH 245 225 20 245 

6.  LOMBOK TIMUR 376 353 23 376 

7.  LOMBOK UTARA 27 21 6 27 

8.  MATARAM 18 13 5 18 

9.  SUMBAWA 120 84 36 120 

10.  SUMBAWA BARAT 28 21 7 28 

11.  LAIN - LAIN 1 1 - 1 

TOTAL 1.008 883 125 1.008 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 

 

Pelayanan perizinan tenaga kerja asing pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 300 orang 

namun realisasi sebanyak 91 orang, hal ini disebabkan karena proses Izin perpanjangan tanaga kerja 

asing sudah diambil alih oleh pemerintah pusat, sehingga peran pengawasan pemerintah provinsi 
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menjadi tidak optimal. Adapun jumlah TKA yang ada di NTB tahun 2021 menurut 

kewarganegaraannya adalah sebagai berikut.  

Tabel 5.11 Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi NTB  

Menurut Kewarganegaraan Tahun 2021 

 

No. Asal Negara WNA 
Jenis Kelamin 

L P JUMLAH 

1 Australia 15 3 18 

2 Amerika 4 3 7 

3 Jerman 2 2 4 

4 Italia 0 2 2 

5 Inggris 10 8 18 

6 Prancis 5 1 6 

7 Polandia 0 0 0 

8 Selandia Baru 0 0 0 

9 Belanda 0 4 4 

10 Netherland Antiles 0 0 0 

11 Finladia 1 1 2 

12 Afrika Selatan 3 0 3 

13 Belgia 0 0 0 

14 Korea Selatan 2 1 3 

15 Malaysia 0 0 0 

16 Spanyol 1 0 1 

17 Swetzerland 0 0 0 

18 Swedia 2 3 5 

19 New Zaeland 1 2 3 

20 Netherland Antiles 0 0 0 

21 Canada 0 1 1 

22 Jepang 1 0 1 

23 Irladia 1 1 2 

24 Norwegia 1 0 1 

25 Brasil 0 0 0 

26 Yaman Republik 1 0 1 

27 Filipina 2 1 3 

28 Belarusia 0 0 0 

29 Slovakia 0 0 0 

30 India 2 0 2 

31 Peru 1 0 1 

32 Tunisia 1 0 1 

33 Rusian Federatin 1 0 1 

34 Republik Rakyat Cina 0 1 1 

  Jumlah ............. 57 34 91 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 
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Kegiatan Job Fair (Informasi Pasar Kerja) yang sudah menjadi kegiatan rutin Pemerintah 

Provinsi NTB, dilakukan minimal setahun sekali dalam rangka penyebarluasan informasi kesempatan 

kerja kepada masyarakat. Dalam kegiatan job fair pemerintah Provinsi NTB sebagai fasilitator dalam 

rangka mempertemukan antara Perusahaan (job user) dengan Pencari Kerja (job seeker). Job fair 

memberikan informasi peluang kerja baik di dalam maupun di luar negeri, namun pada tahun 2021 

Job Fair tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19 dan refocusing anggaran. 

Sasaran kedua,  mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif dengan indicator 

Persentase perusahaan yang harmonis/ kondusif. Hal tersebut dapat tercapai melalui meningkatnya 

perusahaan yang menjalankan peraturan perusahaan sehingga konflik atau kasus hubungan industrial  

dapat ditekan untuk menjaga kenyamanan berusaha. Kemudian meningktanya perusahaan yang 

melaksanakan norma kerja dan K3 sehingga kepastian hak-hak pekerja dalam pemenuhan standar 

hidup dan terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja. 

Hubungan industrial yang harmonis dalah suatu kondisi dimana antara pekerja dan pengusaha 

tidak ada/sedikit terjadi kasus perselisihan hubungan industrial, dan jika ada kasus perselisihan 

hubungan industrial diselesaikan ditingkat perusahaan (Bipartit)/ Tripartit. 

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, Disnakertrans Provinsi NTB memilki 2 Program yaitu : 1) 

Program Hubungan Industrial dengan sasaran strategis meningkatnya perusahaan yang melaksanakan 

Peraturan Perusahaan dan indicator Persentase perusahaan yang melaksnakan Peraturan Perusahaan , 

2) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan & 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan indicator porsentase perusahaan yg menerapkan Norma 

Ketenagakerjaan & Keselamatan dan kesehatan kerja. 

Program Program Hubungan Industrial dengan sasaran strategis meningkatnya perusahaan 

yang melaksanakan Peraturan Perusahaan serta indikator Persentase perusahaan yang melaksnakan 

Peraturan Perusahaan. Sesuai dengan perjanijian kinerja Disnakertrans Prov. NTB tahun 2021, target 

kinerja dari program ini sebesar 21 persen dengan realisasi 15,33 persen. Jumlah perusahaan yang 

menerapkan peraturan perusahaan sebanyak 572 perusahaan dari total perusahaan yang terdaftar wajib 

lapor ketenagakerjaan  

 

Tabel 5.12 perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial (PP) tahun 2021 

 

Provinsi/Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 

Perusahaan 

Wajib 

Lapor 

Klasifikasi Perusahaan 
Perangkat hubungan 

Industrial 

Besar Menengah Kecil Mikro Jumlah PP PKB SP Tripartit 

Kota Mataram 1.138 41 159 153 785 1.138 35 26 63 21 

Kota Bima 269 4 15 22 228 269 51 18 15 15 
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Provinsi/Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 

Perusahaan 

Wajib 

Lapor 

Klasifikasi Perusahaan 
Perangkat hubungan 

Industrial 

Besar Menengah Kecil Mikro Jumlah PP PKB SP Tripartit 

Sumbawa Barat 96 6 14 11 65 96 27 9 5 3 

Sumbawa 485 2 36 49 398 485 64 38 26 19 

Lombok Utara 334 3 68 82 181 334 50 20 18 16 

Lombok Timur 245 7 32 39 167 245 36 18 13 11 

Lombok Tengah 459 7 70 87 295 459 233 96 25 59 

Lombok Barat 518 9 52 61 396 518 50 28 28 19 

Dompu 92 1 - 15 76 92 21 9 5 8 

Bima 47  6 5 36 47 5 3 3 2 

Jumlah 3.683 80 452 524 2.627 3.683 572 265 201 173 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 

 

Dalam mencapai target Meningkatnya perusahaan yang menjalankan Peraturan Perusahaan perlu 

didukung penurunan perselisihan hubungan industrial di perusahaan, meningkatnya Lembaga bipartite 

diperusahaan, Meningkatnya perlidungan jaminan sosial tenaga kerja sektor formal dan informal serta 

meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan UMP/ UMK. 

Dalam rangka memediasi perselisihan industrial antar pengusaha dan pekerja, pada tahun 2021,  

Dari 49 kasus yang diperselisihkan oleh perusahaan dan pekerja tahun 2021dengan melibatkan 207 

orang tenaga kerja. Kasus yang masuk tersebut, diselsaikan dengan Bipartit 16 kasus, Perjanjian 

Bersama 19 kasus, anjuran 6 kasus dan 7 kasus masih dalam proses penyelesaian di kabupaten/kota. 

Tabel 5.13 kasus perselisihan hubungan industrial tahun 2021 

 

KABUPATEN/KOTA 
PERSELISIHAN HAK PERSELISIHAN PHK 

KASUS TK KASUS TK 

Kota Mataram - - 32 60 

Lombok Barat 1 7 3 3 

Lombok Tengah - - - - 

Lombok Timur 1 40 2 2 

Lombok Utara - - 9 45 

Sumbawa Barat - - - - 

Sumbawa - - - - 

Dompu - - - - 

Kab. Bima 1 50 - - 

Kota Bima - - - - 

Total 3 97 46 110 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 

 

Dalam  memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada para pekerja maka pemerintah 

membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi pekerjaan wajib untuk mendaftarkan karyawannya 
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sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk manfaatnya, dapat dinikmati baik saat masih bekerja 

ataupun saat purna kerja. 

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan terbagi dalam empat program yaitu jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Manfaat-manfaat dari 

BPJS Ketenagakerjaan dapat dinikmati pekerja Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. 

Sampai dengan tahun 2021 jumlah pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 266.508 

orang terdiri dari pekerja formal 229.836 orang dan pekerja informal sebanyak 36.672 orang  

Tabel 5.14 : tenaga kerja NTB yang terdaftar jaminan social ketenagakerjaan tahun 2021 

No. Tenaga Kerja Peserta Aktif Jumlah tenaga Kerja % 

1 Formal 229.836 588.367 39,06 

  - Penerima upah 84.927   
  - Non ASN 38.724   
  - PMI 4.013   
  - Jasa Konstruksi 102.172   
2 Informal 36.672 1.892.440  
  - Bukan Penerima upah 36.672 1.892.440 1,94 

  TOTAL >>> 266.508 2.480.807 10,74 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 

 

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan jumlah perselisihan antara 

perusahaan dengan pekerja adalah melalui bertambahnya Lembaga bipartite di perusahaan dalam 

rangka membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat. Pada 

tahun 2021 sebanyak 240 perusahaan yang sudah mempunyai LKS Bipartit dari tolat perusahaan yang 

sudah terdaftar wajib lapor ketenagakerjaan 

 

Tabel 5.15 LKS Bipartit diperusahaan tahun 2021 

 

No. Kab/ Kota Perusahaan Wajib Lapor Jumlah Perusahaan 

1  KOTA MATARAM 1.138 74 

2  KABUPATEN LOMBOK BARAT 518 43 

3  KABUPATEN LOMBOK UTARA 334 34 

4  KABUPATEN LOMBOK TENGAH 459 11 

5  KABUPATEN LOMBOK TIMUR 245 26 

6  KABUPATEN SUMBAWA BARAT 96 20 

7  KABUPATEN SUMBAWA  485 11 

8  KABUPATEN DOMPU 92 5 

9  KOTA BIMA 269 7 

10  KABUPATEN BIMA 47 9 

  Jumlah 3.683 240 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 
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Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kab/Kota oleh Dewan Pengupahan Daerah yang 

melibatkan berbagai pihak. Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2021 berlaku 1 Januari 2021 

s.d 31 Desember 2021, ditetapkan berdasar Surat Keputusan Gubernur NTB No. 561-772 TH. 2020, 

Tgl. 27/10-2020. Sebelum ditetapkan, telah berlangsung sidang untuk merumuskan dan membahas 

usulan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB yang melibatkan unsur Dewan Pengupahan 

Provinsi NTB, yaitu: unsur APINDO, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta unsur Pemerintah. 

Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp.2.183.000,-, jumlah ini sama 

dengan tahun 2020 karena memperhatikan banyaknya perusanaan dan pekerja yang terdampak akibat 

pandemic covid-19 

 

Tabel 5.16 Data besaran UMP/UMK dan Prosentase Kenaikan di Provinsi NTB Tahun 2021 

 

NO. PROV./KAB/KOTA 

BESARAN 

UMP / 

UMK 2021 

(RP.) 

BESARAN UMP/UMK 

2020 

NO. DAN TANGGAL SK  

GUBERNUR  NTB UMP/ UMK 

TAHUN 2021 
UMP/ 

UMK 2020 

(RP.) 

% 

KENAIKAN 

2020 - 2021 

1 Prov. NTB 2.183.883 2.183.883 0,00 
No. 561-772 TH. 2020, Tgl. 27/10-

2020 

2 Kota Mataram  2.184.485 2.184.485 0,00 
No. 561-899 TH. 2020, Tgl. 14/12-

2020 

3 Kab. Lombok Barat  2.184.425 2.184.425 0,00 
No. 561-898 TH. 2020, Tgl. 14/12-

2020 

4 Kab. Lombok Tengah 2.192.987 2.192.987 0,00 
No. 561-897 TH. 2020, Tgl. 14/12-

2020 

5 Kab. Lombok Timur  2.184.197 2.184.197 0,00 
No. 561-896 TH. 2020, Tgl. 14/12-

2020 

6 Kab. Lombok Utara  2.186.053 2.186.053 0,00 
No. 561-895 TH. 2020, Tgl. 14/12-

2020 

7 Kab. Sumbawa Barat  2.278.710 2.278.710 0,00 
No. 561-894 TH. 2020, Tgl. 14/12-

2020 

8 Kab. Sumbawa  2.201.613 2.201.613 0,00 
No. 561-893 TH. 2020, Tgl. 14/12-

2020 

10 Kab. Bima  2.229.880 2.229.880 0,00 
No. 561-891 TH. 2020, Tgl. 14/12-

2020 

9 Kab. Dompu  2.187.562 2.187.562 0,00 
No. 561-861 TH. 2020, Tgl. 4/12-

2020 

11 Kota Bima  2.225.000 2.225.000 0,00 
No. 561-892 TH. 2020, Tgl. 14/12-

2020 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 
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Grafik 5.2 Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021 

 

 
 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 

 

 

Program Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya 

Pelayanan & Pengawasan Ketenagakerjaan dengan indikator porsentase perusahaan yg menerapkan 

Norma Ketenagakerjaan & K3. Sesuai dengan perjanjian kinerja Disnakertrans Prov. NTB tahun 2021, 

target kinerja yaitu 21,00 persen dengan realisasi 21,49 persen. 

Pada tahun 2021 sebanyak 1.027 perusahaan yang sudah menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3 

baik itu perusahaan besar, menengah dan kecil.   

Pentingnya pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu cara untuk melaksanakan dan 

memastikan agar peran pelaksanaan peraturan di unit ketenagakerjaan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya sesuai peraturan dan dasar hukum yang telah diatur. 

Pengawas ketenagakerjaan merupakan pilar penting dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. 

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada 

waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja 

Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan 

pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan 

pekerja/buruh. Hubungan kerja terdiri dari dua macam yaitu hubungan kerja berdasarkan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu (PKWTT) 

Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 3.683 perusahaan yang sudah melakukan wajib lapor 

ketenagakerjaan. Menurut Undang-undang, setiap perusahaan memang memiliki kewajiban untuk 
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melaporkan informasi ketenagakerjaan di perusahaan setiap tahunnya secara tertulis kepada Menteri 

Ketenagakerjaan atau pejabat yang  ditunjuk.  

Tabel 5.17 perusahaan yang sudah melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan tahun 2021 

Provinsi/Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 

Perusahaan 

Wajib 

Lapor 

Jumlah Tenaga Kerja Klasifikasi Perusahaan 

Pria Wanita Jumlah Besar 
Mene 

ngah 
Kecil Mikro Jumlah 

Kota Mataram 1.138 16.200 7.987 24.187 41 159 153 785 1.138 

Kota Bima 269 946 576 1.522 4 15 22 228 269 

Sumbawa Barat 96 4.153 303 4.456 6 14 11 65 96 

Sumbawa 485 1.771 342 2.113 2 36 49 398 485 

Lombok Utara 334 2.927 1.080 4.007 3 68 82 181 334 

Lombok Timur 245 2.287 587 2.874 7 32 39 167 245 

Lombok Tengah 459 4.453 1.392 5.845 7 70 87 295 459 

Lombok Barat 518 3.323 979 4.302 9 52 61 396 518 

Dompu 92 888 112 1.000 1 - 15 76 92 

Bima 47 221 46 267 - 6 5 36 47 

Jumlah 3.683 37.169 13.404 50.573 80 452 524 2.627 3.683 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 

 

Pentingnya Wajib lapor ketanagkerjaan yaitu sebagai indikator bagi perusahaan dalam 

menjalankan program kesejahteraan karyawan,  agar terhindar dari sanksi baik sanksi administrasi dan 

sanksi pidana bertujuan untuk menertibkan para pelaksana kebijakan, serta persyaratan wajib apabila 

perusahaan ingin menggunakan tenaga kerja asing. 

Peningkatan pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan merupakan upaya 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas 

kecelakaan kerja /penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja. 

Di tahun 2021, sebanyak 415 perusahaan yang sudah melaksanakan pengujian K3 dengan rincian 

pesawat uap 17 perusahaan, bejana tekan 42 perusahaan, kesehatan kerja 57 perusahaan dan 

lingkungan kerja 93 perusahaan. 

Table 5.18 data objek pelayanan K3 

 

KABUPATEN / KOTA 

JENIS PENGUJIAN 

PESAWAT 

UAP 

BEJANA 

TEKANAN 

PENCEGAH 

KEBAKARAN 

KESEHATAN 

KERJA 

Kabupaten Bima 1 1 9 4 

Kabupaten Dompu 2 19 39 8 

Kabupaten Lombok Barat 8 17 352 10 

Kabupaten Lombok Tengah 8 16 720 19 

Kabupaten Lombok Timur 2 16 118 7 
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KABUPATEN / KOTA 

JENIS PENGUJIAN 

PESAWAT 

UAP 

BEJANA 

TEKANAN 

PENCEGAH 

KEBAKARAN 

KESEHATAN 

KERJA 

Kabupaten Lombok Utara 24 23 222 67 

Kabupaten Sumbawa 3 5 92 10 

Kabupaten Sumbawa Barat 1 14 113 10 

Kota Bima 0 4 48 4 

Kota Mataram 2 30 734 43 

Total 51 145 2.447 182 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 

 

Tabel 5.19 pengujian K3 diperusahaan 

 

KABUPATEN / 

KOTA 

JENIS PENGUJIAN JUMLAH 

PESAWAT 

UAP 

BEJANA 

TEKANAN 

PENCEGAH 

KEBAKARAN 

KESEHA

TAN 

KERJA 

LINGKU

NGAN 

KERJA 

Kabupaten Bima 1 1 12 2 5 19 

Kabupaten Dompu 1 5 13 4 4 27 

Kabupaten Lombok 

Barat 
4 4 20 4 

14 46 

Kabupaten Lombok 

Tengah 
3 6 22 5 

8 44 

Kabupaten Lombok 

Timur 
1 2 21 2 

9 35 

Kabupaten Lombok 

Utara 
2 7 15 12 

6 42 

Kabupaten Sumbawa 3 5 15 5 17 37 

Kabupaten Sumbawa 

Barat 
1 6 17 6 

5 34 

Kota Bima 0 2 11 2 5 20 

Kota Mataram 1 4 60 15 20 100 

Total 17 42 206 57 93 415 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 

 

Pada tahun 2021, terjadi sebanyak 19 kasus kecelakaan kerja dengan jumlah korban kecekaan  

(ringan) 16 kasus dan meninggal 1 kasus. 
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Tabel 5.20 kecelakaan kerja diperusahaan tahun 2021 

PROVINSI / KABUPATEN / 

KOTA 

JUMLAH 

KECELAKAAN 

JUMLAH KORBAN 

KECELAKAAN CACAT MENINGGAL JUMLAH 

Kabupaten Bima 0 0 0 0 0 

Kabupaten Dompu 1 0 1 0 2 

Kabupaten Lombok Barat 3 3 0 0 3 

Kabupaten Lombok Tengah 2 2 0 0 2 

Kabupaten Lombok Timur 0 0 0 0 0 

Kabupaten Lombok Utara 6 5 1 0 1 

Kabupaten Sumbawa 1 1 0 0 1 

Kabupaten Sumbawa Barat 0 0 0 0 0 

Kota Bima 0 0 0 0 0 

Kota Mataram 6 5 0 1 6 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 
 

Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja. Telah dilaksanakan terhadap 

400 orang tenaga kerja UMKM / petani tembakau di Kabupaten Lombok Timur meliputi Pemeriksaan 

Fisik, Pemeriksaan Gizi Kerja, Pemeriksaan Kelelahan Kerja, Pemeriksaan Urine dan Darah serta 

Pengujian Parameter Debu di 9 titik lingkungan kerja. 

Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai persetujuan Satgas Covid-19 di 

masing-masing wilayah. Tenaga kerja sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini dan sangat 

berharap akan diadakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung mereka dalam meningkatkan 

produktivitas kerja pada tahun-tahun mendatang. 

Telah dilaksanakan juga Pelatihan K3 di Tempat Kerja yang diselenggarakan di Aston Inn 

Mataram dan diikuti oleh 30 orang Petani/Buruh Tembakau dan Sosialisasi Pelayanan Pencegahan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang diselenggarakan di Hotel Grand Legi Mataram dan diikuti 

oleh 30 orang tenaga kerja dari berbagai perusahaan lintas sektor. Para peserta sangat antusias 

mengikuti kegiatan. Mereka merasakan besarnya manfaat kegiatan yang telah dilakukan. Pemahaman 

mengenai pentingnya K3 semakin bertambah sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan ini dapat tetap 

diadakan dengan memperbanyak jumlah peserta.  

Telah dilakukan juga Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke 83 (delapan puluh tiga) 

perusahaan-perusahaan dan UMKM yang tersebar di seluruh Pulau Lombok. Sebanyak 48 (empat 

puluh delapan) perusahaan dan UMKM didanai oleh sumber dana DBHCHT dan 35 (tiga puluh lima) 

sisanya didanai oleh sumber dana Pajak Rokok. Dengan kegiatan ini makin banyak perusahaan dan 
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UMKM yang mengenal Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok, memahami 

tupoksinya sehingga makin mengenal K3 dan mau menerapkannya di tempat kerja. Dengan demikian 

diharapkan Budaya K3 di Tempat Kerja dapat makin terwujud. 

Sasaran ketiga, Meningkatnya transmigran yang ditempatkan dan dibina dengan indikator 

Persentase transmigran yang sudah ditempatkan dan dibina. Dalam rangka meningkatkan transmigran 

yang ditempatkan dan dibina, program-program yang dilakukan oleh disnakertrans Prov. NTB yaitu 

program perencanaan Kawasan transmigrasi dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. 

Program Transmigrasi merupakan bagian Internal dari Program Pembangunan Nasional yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejatraan Transmigran jauh lebih baik daripada ketika mereka masih 

di daerah asalnya (Transmigran : orang yang bertransmigrasi baik dari daerah 

pengirim seperti : Jawa, Bali, NTT, NTB maupun Penduduk daerah Pemukiman Transmigrasi, 

yang berdasarkan Peraturan yang berlaku di tetapkan sebagai Transmigran). Disamping meningkatkan 

kesejatraan Transmigran juga dalam kerangka yang utuh dengan Pemerataan pembangunan daerah, 

serta untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa. 

Provinsi NTB dalam hal Ketransmigrasian memiliki fungsi ganda yaitu sebagai Daerah Asal juga 

sebagai Daerah Penempatan. Sebagai Daerah Asal Transmigran melaksanakan Pengerahan dan 

Pemindahan transmigran keluar Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Keputusan Presiden 

RI.nomor : 1 Tahun 1973. 

Dalam kurun waktu tahun 1973 sampai dengan 2021 Provinsi NTB telah Penempatan 

transmigran ke berbagai daerah penempatan di seluruh Indonesia sebanyak 47.286 KK = 188.213 jiwa 

dengan rincian sebagai berikut :  

Tabel 5.21 Penempatan transmigran ke berbagai daerah penempatan di seluruh Indonesia 

 

Provinsi 1973 - 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa 

Sumatra 

Selatan 

10 41 
        

10 41 

Kalimantan 

Barat 

2.253 9.089 19 75 
      

2.272 9.164 

Kalimantan 

Tengah 

3.014 12.990 
        

3.014 12.990 

Kalimantan 

Selatan 

3.970 16.122 
        

3.970 16.122 

Kalimantan 

Timur 

5.960 21.755 
        

5.960 21.755 

Sulawesi 

Tengah 

7.341 28.517 
        

7.341 28.517 

Sulawesi 

Utara 

411 1.593 25 95 
      

436 1.688 
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Provinsi 1973 - 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa 

Sulawesi 

Selatan 

6.375 24.327 
        

6.375 24.327 

Sulawesi 

Tenggara 

4.049 14.816 17 57 5 19 
  

10 39 4.081 14.931 

Sulawesi 

Barat 

25 106 
  

5 18 
    

30 124 

Irian Jaya 2.268 7.069 
    

5 18 
  

2.273 7.087 

Maluku 494 1.588 
        

494 1.588 

Maluku Utara 288 801 
        

288 801 

Gorontalo 27 91 10 35 
  

5 18 
  

42 144 

Lokal/NTB 10.700 48.934 
        

10.700 48.934 

Jumlah 47.185 187.839 71 262 10 37 10 36 10 39 47.286 188.213 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 
*) tahun 2020 dan 2021 : penempatan transmigrasi ditiadakan akibat pandemi 

 

Sejak tahun 1981/1982 Provinsi NTB telah menerima Penempatan Transmigan di sejumlah 

Kabupaten sebanyak 46 UPT dengan jumlah 10.700 KK = 48.934 jiwa dengan rincian sbb : 

Tabel 5.22 Penempatan Transmigran Dalam Provinsi  

 

NO KABUPATEN / LOKASI JUMLAH TRANSMIGRAN 

TAHUN 

PENEMPATAN 

KK JIWA  

1 2 3 4 5 

I.  KAB. DOMPU 2.675 12.678  
  1.    UPT. SPA 555 2.675 1980/1981 

  2.    UPT. SPB 185 1.874 1980/1981 

  3.    UPT. SPC 350 1.606 1982/1983 

  4.    UPT. Sorinomo SP. 1 250 1.096 1987/1988 

  5.    UPT. Sorinomo SP. 2 200 1.065 1988/1989 

  6.    UPT. Taropo 240 677 1983/1984 

  7.    UPT. Songgajah 200 850 1996/1997 

  8.    UPT. Woko 195 788 1996/1997 

  9.    UPT. Nangakara I 200 800 2002 

  10.  UPT. Nangakara 3 200 851 2003 

  11.    UPT. Nangakara 2 SP. 2 100 396 2010 

II. KAB. SUMBAWA 2.823 13.033  
  1.    UPT. Labangka SP. 1 355 1.209 1989/1990 

  2.    UPT. Labangka SP. 2 250 1.811 1990/1991 

  3.    UPT. Labangka SP. 3 270 1.357 1991/1992 

  4.    UPT. Labangka SP. 4 275 1.491 1993/1993 

  5.    UPT. Labangka SP. 5 300 1.276 1993/1994 

  6.    UPT. Tolo Oi 240 981 1996/1997 

  7.    UPT. Prode SP.1 100 397 1998/1999 

  8.    UPT. Prode SP.2 150 648 1997/1998 

  9.    UPT. Prode SP.3 283 1.360 1999/2000 

  10.  UPT. Padasuka 300 1.296 2003/2004 
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NO KABUPATEN / LOKASI JUMLAH TRANSMIGRAN 

TAHUN 

PENEMPATAN 

KK JIWA  

1 2 3 4 5 

  11.  UPT. Buin Batu 200 800 2005/2006 

  12.    UPT. Brang Lamar 100 407 2013 

III. KAB. BIMA 3.168 14.879  
  1.    UPT. Sangiang 263 1.185 1985/1986 

  2.    UPT. Oi Tui 258 1.118 1993/1994 

  3.    UPT. Piong 200 869 1995/1996 

  4.    UPT. Baku 230 919 2005 

  5.    UPT. Waworada 158 757 1992/1993 

  6.    UPT. Laju 268 1.345 1992/1993 

  7.    UPT. Doro O'o 116 613 1992/1993 

  8.    UPT. Soripanihi SP.1 200 952 2001 

  9.    UPT. Soripanihi SP.2 250 1.110 2002 

  10.  UPT. Soripanihi SP.3 250 1.000 2004 

  11.  UPT. Soripanihi SP.4 200 877 2005 

  12.  UPT. Mpuri 200 800 2003 

  13.   UPT. Sori Panihi SP. 5 200 906 2009/2010 

  14.   UPT. Sori Panihi SP. 6 375 2.428 2012/2013/2014 

IV. KAB. SUMBAWA BARAT 1.364 5.642  
  1.    UPT. Tongo I SP.1 200 800 1994/1995 

  2.    UPT. Tongo I SP.2 150 600 1996/1997 

  3.    UPT. Tongo II SP.1 402 1.726 2001/2002 

  4.    UPT. Seteluk 352 1.408 1998/1999 

  5.    UPT. Tongo II SP. 2 *) 260 1.108 2009/2010/2012/2015 

       
V. KAB. LOMBOK TENGAH 270 1.080  
  1.    UPT. Mekarsari 170 680 2003/2005 

  2.    UPT. Batu Jangkih 100 400 2006/2007 

VI. KAB. LOMBOK TIMUR 400 1.622  
  1.    UPT. Pemongkong 200 800 2000 

  2.   UPT. Jeringo 200 822 2009/2010 

       

 JUMLAH 10.700 48.934  
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021 

*) UPT. Tongo II SP. 2 masih dalam pembinaan 

 

Sesuai dengan perjanjian kinerja Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2021, capaian sasaran ketiga 

yaitu Meningkatnya transmigran yang ditempatkan dan dibina yaitu sebesar 95,57 persen, diaman dari 

total 10.700 KK warga transmigran sebanyak 260 KK yang masih mendapat pembinaan. 

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan sasaran strategis Tercapainya 

penempatan transmigrasi sesuai MoU dan indikator persentase transmigran yang ditempatkan. Pada 

tahun 2021 direncanakan sebanyak 10 KK warga asal NTB yang akan ditempatkan di UPT. Raimuna 

Kab. Muna Provinsi Sulawesi Tenggara namun adanya pandemi dan refocusing anggaran daerah 

penerima tidak melaksanakan penempatan sehingga capaian program ini tidak tercapai (0 persen). 
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Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakumkan Disnakertrans Prov. NTB dalam mendukung tercapainya 

tercapainya  sasaran strategis Tercapainya penempatan transmigrasi sesuai MoU yaitu degan 

melakukan seleksi dan MoU dengan provinsi penerima dengan realisasi 100 persen. 

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan sasaran strategis Meningkatnya satuan 

permukiman yang menjadi desa mandiri dengan indikator meningkatnya satuan permukiman yang 

menjadi desa mandiri. 

Sampai dengan tahun tahun 2021, sebanyak 46 Satuan Permukiman di provinsi NTB dan 45 Satuan 

Permukiman sudah diserahkan/ menjadi desa mandiri dan sisianya 1 Satuan Permukiman masih dalam 

proses pembinaan 

 

5.4. Capaian Kinerja Program Unggulan 

Dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi NTB 2019-2023 terutama misi ke-5 NTB 

Sejahtera dan Mandiri, Disnakertrans Provinsi NTB melaksanakan program unggulan Revitalisasi 

BLK  

Latar belakang lahirnya program unggulan revitalisasi BLK ini yaitu masih tingginya Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT). Pada tahun 2019 kondisi Balai Latihan Kerja NTB yatu jumlah pencari 

kerja yang bersertifikasi kompetensi hanya sebanyak 76 persen dari total peserta pelatihan sebanyak 

1.408 peserta dan kondisi workshop pelatihan baru sebesar 60 persen dari kondisi ideal. 

Program ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran di NTB. 

Sasaran program ini adalah meningkatkan daya saing calon tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja 

berdasarkan klaster kompetensi serta Peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan workshop pelatihan. 

Salah satu tujuan Revitalisasi Balai Latihan Kerja adalah untuk mengoptimalkan Kembali 

kinerja BLK, baik dari sisi organisasi, SDM, maupun dari unsur pendukung lainnya serta untuk 

memenuhi harapan stakeholder khususnya pengguna tenaga kerja (user). 

Dalam rangka mendukung program unggulan, BLKDLN melaksanakan MoU bekerjasama 

dengan stakeholder lain. Untuk meningkatkan kualitas dan penempatan lulusannya, maka BLK harus 

dapat mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (stakeholder). Sebagai langkah 

untuk mengoptimalkan kemitraan dan penyaluran lulusan BLK perlu dibentuk Bursa Kerja Khusus 

(BKK) di BLK sebagai akses bagi pencari kerja atau lulusan BL K untuk mendapatkan informasi 

lowongan kerja. Apabila bursa kerja tersebut berfungsi dengan baik akan memberikan nilai tambah 

bagi BLK sehingga menarik minat masyarakat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan di BLK. 

Adapun kemitraan yang dapat dibangun dan dikembangkan antara lain Kerjasama pelatihan dengan 

Industri atau perusahaan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam bentuk kerjasama pelatihan 

pihak ketiga, pelatihan pemagangan serta penempatan lulusan tenaga kerja terampil di perusahaan. 
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Pada tahun 2021, hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapain program unggulan yaitu 

terlatihnya 448 orang pencari kerja dan yang terserap di industri sebanyak 179 orang. Dalam rangka 

meningkatkan kondisi workshop pelatihan telah dilakaksanakan pengadaan sarana dan prasarana 

pelatihan sebanyak 94 jenis peralatan. (lampiran laporan 3). 
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ROAD MAP REVITALISASI BLK 2019-2023 

 

Seiring dengan kebutuhan dunia industri/ dunia usaha yang semakin meningkat saat ini, maka dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dan 

kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam dan luar negeri agar output dari pelatihan yang diselenggarakan oleh 

Balai Latihan Kerja NTB pelaksanaan pelatihan dapat sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan standar SKKNI. 

 

NO. URAIAN 

ROAD MAP (2019-2023) 

2019 2020 2021 2022 2023 

VOL. 
ANGGARAN 

(RP.) 
VOL. 

ANGGARAN 

(RP.) 
VOL. 

ANGGARAN 

(RP.) 
VOL. 

ANGGARAN 

(RP.) 
VOL. 

ANGGARAN 

(RP.) 

A. KEGIATAN 

PELATIHAN 

TENAGA KERJA 

DALAM NEGERI 

(BLK NTB) 

 
10.470.000.000 

 
4.562.000.000 

 
8.535.000.000 

 
9.920.000.000 

 
10.875.000.000 

1 Rehab Sarana dan 
prasarana 

          

  - Tekologi informasi dan 

komunikasi  (4 kls) 

1 paket 200.000.000 
        

  - Lab Bahasa 1 paket 100.000.000 
        

  -  Pariwisata (Edotel, 

Resto, R.Metodologi) 

1 paket 200.000.000 
        

  - Teknologi Pengolahan 
Hasil Pertanian 

1 paket 115.000.000 
        

  - Garmen (2kelas) 1 paket 175.000.000 
        

  - Elektro 1 paket 75.000.000 
        

  -  Otomotif R2 1 paket 75.000.000 
        

  -  Otomotif R4 1 paket 90.000.000 
        

  -  Las  1 paket 95.000.000 
        

  -  rehab jaringan listrik 
  

1 paket 80.000.000 
      

  - Membangun Workshop 
Teknis dan Metodologi 

kejuruan oromotif R2 

    
1 paket 250.000.000 1 paket 300.000.000 

  

  - Penambahan Tegangan 

Listrik 

  
1 paket 60.000.000 

      

2 Tempat uji Kompetensi 
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NO. URAIAN 

ROAD MAP (2019-2023) 

2019 2020 2021 2022 2023 

VOL. 
ANGGARAN 

(RP.) 
VOL. 

ANGGARAN 

(RP.) 
VOL. 

ANGGARAN 

(RP.) 
VOL. 

ANGGARAN 

(RP.) 
VOL. 

ANGGARAN 

(RP.) 

  - Teknologi Pengolahan 
Hasil Pertanian 

(Pengadaan TUK) 

    
1 paket 200.000.000 1 paket 250.000.000 

  

3 peralatan pelatihan 
          

  - Tekologi informasi dan 

komunikasi (pengadaan 
peralatan pelatihan) 

    
1 paket 150.000.000 1 paket 175.000.000 1 paket 195.000.000 

  

- Lab Bahasa (pengadaan 

komputer, dan sarana 

pendukung) 

  
1 paket 197.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 150.000.000 

  

- Pariwisata (pengadaan 

peralatan house keeping 

dan waiter, dan saran 
pendukung lainnya) 

    
1 paket 175.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 250.000.000 

  

- Teknologi Pengolahan 
Hasil Pertanian 

(Pengadaan peralatan 

pelatihan) 

    
1 paket 50.000.000 1 paket 75.000.000 1 paket 100.000.000 

  - Garmen (Pengadaan 

peralatan pelatihan, 

mesin kaos, dll) 

1 paket 150.000.000 
  

1 paket 125.000.000 1 paket 145.000.000 1 paket 185.000.000 

  - Elektro (Pengadaan 
peralatan pelatihan) 

    
1 paket 135.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 195.000.000 

4 Ruang Penyelenggara  / 

Manajemen (rehab atap, 
ruang kerja, dll) 

1 paket 95.000.000 1 paket 125.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 

5 Penagadaan Instuktur 

pelatihan (orang) 

          

  - Pengadaan Instruktur 
  

3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

  -Asesor 
  

3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

  - Tenaga Kepelatihan 
  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

6 Kemitraan 

          

  

- MOU dengan dunia 

industri dan dunia usaha 

2 
 

3 
 

6 
 

7 
 

8 
 

7 KELEMBAGAAN 

          

  - Lembaga Sertfikasi 

Profesi 

Bekerjasama 

dengan LSP 
BLK Surabaya 

100.000.000 Bekerjasama 

dengan LSP BLK 
Surabaya 

100.000.000 Bekerjasama 

dengan LSP BLK 
Surabaya 

150.000.000 Membentuk 

LSP BLK 
NTB 

350.000.000 Membentuk 

LSP BLK 
NTB 

350.000.000 

8 Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK) 
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NO. URAIAN 

ROAD MAP (2019-2023) 

2019 2020 2021 2022 2023 

VOL. 
ANGGARAN 

(RP.) 
VOL. 

ANGGARAN 

(RP.) 
VOL. 

ANGGARAN 

(RP.) 
VOL. 

ANGGARAN 

(RP.) 
VOL. 

ANGGARAN 

(RP.) 

  - Sumber Dana APBD 0 
 

0 
 

12 paket (192 
orang) 

1.050.000.000 20 paket 
(320 orang) 

1.975.000.000 30 paket (480 
orang) 

3.250.000.000 

  - Sumber Dana APBN 88 pkt (1.408 

org) 

9.000.000.000 37 pkt (592 org 

Ket: 
14 pkt = PBK 

Institusional 

23 pkt = Pelatihan 
Online 

4.000.000.000 60 pkt (960 org) 6.000.000.000 60 pkt (960 

org) 

6.000.000.000 60 pkt (960 

org) 

6.000.000.000 

  

- lulusan yang 

ditempatkan 

870 orang 
         

B. KEGIATAN 

PELATIHAN 

TENAGA KERJA 

LUAR NEGERI (BLK 

LN) 

 
- 

 
1.150.000.000 

 
1.475.000.000 

 
1.750.000.000 

 
2.100.000.000 

1 Biaya operasional BLK 

LN ( listrik, air, telepon, 
pemeliharaan gedung, 

opersional kendaraan, 

gaji peg. Kontrak, dll) 

  
1 Tahun 128.500.000 1 Tahun 250.000.000 1 Tahun 300.000.000 1 Tahun 350.000.000 

2 Pengadaan sarana dan 

prasrana pelatihan 

  
1 Tahun 500.000.000 1 Tahun 700.000.000 1 Tahun 900.000.000 1 Tahun 1.100.000.000 

3 Pelatihan bagi CPMI 

(orang) 

  
4.800 650.000.000 6.000 775.000.000 7.500 850.000.000 10.000 1.000.000.000 

  Total >>> 

 
10.470.000.000 

 
5.712.000.000 

 
10.010.000.000 

 
11.670.000.000 

 
12.975.000.000 
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5.5. Permasalahan dan Kendala 

a) Masih rendahnya kesempatan kerja pada dunia usaha, dunia industri terbelih pada masa 

pandemi saat ini 

b) Pendekatan sistem pelatihan belum berbasis penempatan 

c) Perlindungan jamsostek pekerja didalam penyelenggara negara belum maksimal 

d) Masih banyak perusahaan yang belum menerapakan UMP 

e) Belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi 

5.6. Saran dan Tindak Lanjut 

a) Kolaborasi antara Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, 

BP2MI dalam meningkatkan rasio angkatan kerja yang menjadi WUB 

b) Program inovasi/ terobosan  “Pepadu Plus” (pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja 

terpadu)  plus pendampingan  produktivitas wira usaha dan bantuan peralatan  

c) Melakukan kolaborasi bersama DUDI, LPKS dalam memetakan jabatan kebutuhan 

pelatihan  dalam Forum Komunikasi Lembaga Pelaku Industri Daerah (FKLPID) 

d) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan pola skilling,  reskilling , 

upskilling dan pola pemagangan dengan DUDI 

e) Pergub no. 51 tahun 2020 mewajibkan penyelenggara negara juga turut mendaftarkan 

pekerja di BPJS Ketenagakerjaan 

f) Penetapan Standar Upah Minimum Provinsi dengan Keputusan Gubernur NTB Nomor 561 

-685 Tahun 2021 

g) Berkoordinasi dengan BPN NTB, Dinas Kehutanan NTB untuk menyesaikan masalah SHM 

di kawasan 

h) Berkoordinasi dengan Kabupaten , BPMDES, agar  kawasan yang sudah diserahkan menjadi 

desa difinitif atau menjadi bagian dari desa terdekat sehingga mendapatkan alokasi dana 

desa dalam peningkatan kapasitas transmigran. 
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BAB VI  

PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMUM 

 

 

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 (UU No.23 Tahun 2014) pada pasal 1 

(satu) bahwa Standart Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara. Pada 

pasal 18 dan pasal 298 UU No.23 Tahun 2014 disebutkan pula bahwa pelaksanaan pelayanan dasar 

pada urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan 

pemerintah. Penggunaan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan pemerintahan Wajib 

yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM. Adapun Jenis Standart Pelayanan Minimal 

sesudah UU No.23 Tahun 2014 hanya pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial. (lampiran laporan 6) 
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BAB VII 

CAPAIAN KINERJA BERADASARKAN SUMBER PENDANAAN YANG DIARAHKAN 

 

 

Dana Perimbangan merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dari dana 

APBN ke APBD untuk menunjang program Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 24 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan terdiri 

dari: 1) Bagi Hasil Pajak, 2) Bagi Hasil Bukan Pajak, 3) Dana Alokasi Umum (DAU) dan 4) Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Disnakertrans Prov. NTB memperoleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

tembakau (DBHCHT). (lampiran laporan 5). 
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BAB VIII 

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 

 

 

 

Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi. Adapun Pelaksanaan Program, Kegiatan, 

pada Perangkat Daerah Disnakertrans Provinsi NTB yang bersumber dari APBN berupa dana 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (lampiran Laporan 7). 
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BAB IX 

PENUTUP 

 

 

Secara umum, capaian indikator sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di 

Provinsi Nusa Tenggaran Barat Tahun 2021 dapat dikatakan telah dilaksanakan sesuai dengan yang 

direncanakan. Walaupun ada beberapa target kinerja indikator program yang tidak dapat terpenuhi 

seperti masih rendahnya penyerapan tenaga kerja sektor formal karena terbatasnya kesempatan kerja 

baik di dalam dan luar negeri, walaupun demikian dalam rangka menekan naiknya angka 

pengangguran di NTB Disnakertrans melakukan terobosan melalui inovasi “PePADU Plus” (Pelatihan 

Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus) berkolaborasi dengan DUDI, Lembaga Pelatihan, 

serta praktisi.  

Disamping itu pada perubahan anggaran Tahun 2021, anggaran operasional yang semula 

Rp.7.426.186.440,- dipangkas menjadi hanya Rp.5.773.871.696,-. Akibatnya, banyak target-target 

sasaran yang semula telah direncanakan tidak dapat terealisasi bahkan dihapuskan. Dengan pencapaian 

realisasi saat ini menunjukan bahwa dengan segala keterbatasannya Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi NTB dapat terus berbuat yang terbaik untuk tetap memajukan sector 

ketenagakerjaan dengan kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang bersifat lintas sektor 

dan lintas provinsi / daerah yang baik.  

Pencapaian sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui berbagai 

program dan kegiatan Tahun 2021 merupakan hasil interaksi berbagai unsur yaitu kerjasama antar 

instansi dan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, 

kepemimpinan, kualitas pekerjaan, kemampuan teknis, inisiatif, semangat dan kehandalan. 

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian di masa depan yang lebih baik diperlukan adanya penambahan anggaran untuk 

melaksanakan program kegiatan sehingga semua kegiatan dapat direalisasikan dan tepat sasaran. 

Selain itu diperlukan pemimpin sekaligus manajer yang memiliki semangat keteladanan nyata yang 

konstruktif dan kolaboratif sehingga melalui program dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB diharapkan dapat mewujudkan tenaga kerja dan transmigran di 

Nusa Tenggara Barat yang produktif dan sejahtera. 
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Lampiran- Lampiran 

1. Lampiran Laporan 1 (Formulir E. 54 : Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah  

Lingkup Provinsi Renstra Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Periode Pelaksanaan 2021) 

2. Lampiran Laporan 2 (Formulir E. 55 : Evaluasi Hasil  terhadap Renja Perangkat Daerah  

Lingkup Provinsi Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Periode Pelaksanaan 2021) 

3. Lampiran Laporan 3 (Evaluasi Hasil  terhadap pelaksanaan program unggulan Daerah  

Lingkup Provinsi Periode Pelaksanaan 2021) 

4. Lampiran Laporan 4 (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 

Anggaran 2021) 

5. Lampiran Laporan 5 (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau/ DBHCHT Tahun 2021) 

6. Lampiran Laporan 6 (Laporan Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum/ 

SPM Tahun 2021) 

7. Lampiran Laporan 7 (Laporan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Yang Bersumber Dari 

APBN Tahun 2021) 

             

     

             

             

             

             

             

             

             

              

   


